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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi 
Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 dan hambatan dalam implementasi 
serta solusi yang dilakukan dalam menghadapi hambatan dalam  implementasi 
Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 tentang Komite Aksi Daerah 
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen.  
Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis (empiris) atau non 
doktrinal. Bentuk penelitian yang digunakan adalah evaluatif. Analisis datanya 
menggunakan analisis kualitatif.  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan teori 
bekerjanya hukum, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi 
penyebab implementasi Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 tentang 
Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak 
Kabupaten Sragen belum dapat dilaksanakan, adalah sebagai berikut :  (1) Struktur 
Hukum (legal structure) yaitu terbatasnya kapasitas dan pengalaman Pemerintah, 
lembaga swadaya masyarakat dan berbagai pihak lainnya dalam upaya penghapusan 
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, lemahnya koordinasi;  (2) Substansi 
Hukum (legal substance) yaitu  belum adanya kebijakan yang terpadu dan 
menyeluruh, belum tersedianya data serta informasi yang akurat dan terkini tentang 
pekerja anak; (3) Budaya Hukum (legal culture) yaitu rendahnya pengetahuan, 
kesadaran dan kepedulian masyarakat, aspek lingkungan atau budaya masyarakat 
yang menuntut anak bekerja mambantu orang tua dan dari pihak pengusaha yang 
mencari untung dengan melibatkan pekerja anak.  
Implikasi belum dilakukannya penyusunan dan penetapan kebijakan dan upaya 
serta tindakan pencegahan dan penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk 
untuk anak baik secara pre-emptif, preventif dan represif.  Masih kurangnya 
pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang 
Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182, Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 
maupun Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 sehingga menimbulkan sikap 
ketidakpedulian masyarakat terhadap anak yang terlibat atau dilibatkan dalam bentuk 
pekerjaan terburuk untuk anak.  Bentuk sosialisasi melalui pemerintah atau instansi 
terkait sangat penting untuk memberikan kesadaran pada masyarakat  
 Disarankan Pemerintah Kabupaten Sragen bekerja sama dengan DPRD 
Kabupaten Sragen untuk segera membuat Peraturan Daerah tentang Penghapusan 
Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Melakukan sosialisasi ketentuan 
peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan upaya penghapusan  dan pelarangan 
secara terus menerus, berkelanjutan dan terpadu oleh semua pihak yakni pemerintah, 
organisasi sosial dan kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat serta semua 




Eni Sukasih, S 310409011. 2009. The Implementation of Sragen Regent’s 
Regulation Number 30 of 2008 about Local Action Committee for the 
Eradication of Worst Occupation Forms for Children of Sragen Regency. 
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This research aims to study and to analyze the implementation of Sragen 
Regent’s Regulation Number 30 of 2008 and the obstacles in the implementation as 
well as the solution taken in coping with such obstacles in the implementation of 
Sragen Regent’s Regulation Number 30 of 2008 about Local Action Committee for 
the Eradication of Worst Occupation Forms for Children of Sragen Regency. 
This study belongs to a sociological (empirical) or non doctrinal law research. 
The form of research employed was evaluative one. The data analysis was qualitative 
analysis. 
Considering the result of research and discussion using the law working 
theory, it can be concluded that factors supporting the implementation of Sragen 
Regent’s Regulation Number 30 of 2008 about Local Action Committee for the 
Eradication of Worst Occupation Forms for Children of Sragen Regency proceeding 
have not implemented, are as follows: (1) legal structure, the limited capacity and 
government experience, self-help group and other parties in the attempt of eradicating 
the worst occupation forms for children, weak coordination; (2) legal substance, there 
has not been an integrated and comprehensive policy, accurate and recent data or 
information unavailability about the children worker; (3) legal culture, the society’s 
low knowledge, awareness and care, environmental aspect or society’s culture 
requiring the children to work helping parent and from the employers seeking profit 
by involving the children worker. 
The implication  there has not been policy development and stipulation and the 
attempt as well as action to prevent and to cope with the worst occupation forms for 
children, either preemptively, preventively or repressively. The society’s lack of 
understanding on the Act Number 1 of 2000 about the ratification of ILO Convention 
Number 182, President Decree Number 59 of 2002 and Sragen Regent’s Regulation 
Number 30 of 2008 leads to the society’s unawareness attitude on the children 
engaged or involved in the worst occupation form for children. The socialization form 
through the government or related institution is very important to give the society 
awareness. 
It is recommended for the Sragen Regency Government to cooperate with the 
Local House of Representative (DPRD) of Sragen Regency to develop immediately 
the Local Regulation about the Eradication of Worst Occupation Forms for Children, 
to conduct socialization about the legislation provision, to take ongoing, sustainable 
and integrated attempts of eradicating and prohibiting among all parties like 







A. LATAR BELAKANG  MASALAH 
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam 
dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.  Bahwa anak 
adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa.  
Agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu 
mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara 
optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia.  Anak sebagai 
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan 
sampai lahir mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan 
baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 
Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh 
merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.  Karena hak asasi anak tersebut 
merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan 
perlindungan hukum baik hukum internasional maupun nasional.  Perserikatan 
Bangsa-Bangsa dalam deklarasi sedunia tentang hak-hak asasi manusia, 
dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak kebebasan yang dinyatakan 
di dalamnya, tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, 
bangsa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, kebangsaan atau asal-
usul sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. 
Permasalahan buruh atau pekerja anak merupakan salah satu dimensi 
penelantaran hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.  
Interpretasinya, bukan berarti anak tidak boleh bekerja sama sekali.  Dalam 
rangka mendidik dan melatih anak untuk mandiri, harus dilakukan pembiasaan 
dengan melakukan pekerjaan di rumah membantu orang tua di samping tugas 
sebagai pelajar.  Namun ketika terjadi eksploitasi secara ekonomi pada anak, tentu 
saja sangat bertentangan dengan hukum dan hak anak. 
Anak yang bekerja merupakan salah satu gambaran betapa rumit dan 
kompleksnya permasalahan anak.  Anak yang bekerja adalah bentuk penelantaran 
hak anak, karena pada saat bersamaan akan terjadi pengabaian hak yang harus 
diterima mereka.  Seperti hak memperoleh pendidikan, bermain, akses kesehatan, 
dan lain-lain.  Keadaan ini menjadikan pekerja anak masuk kategori yang 
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memerlukan perlindungan khusus (children in need of special protection) yang 
menuntut penanganan serius dari orangtua, keluarga, masyarakat dan kelompok 
terkait serta pemerintah sebagai pembuat kebijakan.  Peran pemerintah, 
masyarakat dan lembaga terkait akan semakin signifikan dalam menangani 
permasalahan pekerja anak ketika orang tua dalam kemiskinan akut.1
Banyak alasan yang dikemukakan sebagai pembenaran terhadap 
keberadaan pekerja anak tersebut.  Dari berbagai alasan yang dikemukakan, faktor 
kemiskinan dan kondisi ekonomi dianggap sebagai faktor utama yang mendorong 
keberadaan pekerja anak.  Mempekerjakan anak pada dasarnya merupakan sesuatu 
hal yang buruk di Indonesia, namun demikian keadaan seperti itu sudah ada sejak 
Indonesia masih dijajah oleh Pemerintah Belanda. 
Menurut Sudaryono dan Kelik Wardiono2, sejarah perlindungan bagi anak 
yang bekerja dimulai sejak jaman Pemerintahan Belanda yang ditandai dengan 
dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan lebih menitikberatkan 
kepada perlindungan bagi anak yang bekerja dan bukan khusus ditujukan untuk 
menghapus secara keseluruhan pekerja anak.  Peraturan tersebut adalah Ordonansi 
Tahun 1925 tentang Maatregelen ter Beperking van de Kinderbeid en de 
Nachtarbeid van de Vrouwen (Peraturan tentang Pembatasan Pekerjaan Anak dan 
Pekerja Wanita pada Malam Hari), sebagaimana tercantum di dalam Staatsblaad 
Tahun 1925 Nomor 647 dan Ordonansi Tahun 1926 tentang Bepalingen 
Betreffende de Arbeid van Konderen en Jeugdigde Personen aan Boord van 
Schepen (Peraturan tentang Pekerjaan Anak dan Orang Muda di Kapal) 
sebagaimana tercantum di dalam Staatsblaad Tahun 1926 Nomor 87. 
Pada tataran sosiologis empiris, di sebagian masyarakat sendiri, 
munculnya pekerja anak seringkali tidak menimbulkan reaksi sosial yang negatif.  
Hal ini antara lain disebabkan adanya suatu aksioma kultural yang memandang 
bahwa mempekerjakan anak pada usia dini bukanlah semata-mata merupakan 
suatu bentuk eksploitasi pada anak, akan tetapi justru merupakan suatu rangkaian 
proses yang memang harus dilalui oleh seorang anak untuk belajar bertanggung 
 
1 http://www.freelists.org/post/ppi/ppiindia - Menguak Tabir Permasalahan Pekerja Anak 
2 Muladi, Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan 
Masyarakat), Refika Aditama, Bandung, 2009. 
xiii
jawab, menimba pengalaman sebagai persiapan mereka, agar mempunyai bekal 
untuk kehidupannya kelak.3
Faktor yang menyebabkan anak bekerja antara lain : Pertama; karena 
berasal dari keluarga miskin, awalnya hanya membantu orang tua namun pada 
akhirnya anak menjadi tumpuan mencari nafkah dan Kedua; dari keluarga 
bermasalah, anak berasal dari keluarga broken home sehingga kurang mendapat 
perhatian orang tua sehingga anak akan mencari kehidupannya sendiri.  
Sejumlah temuan penelitian menunjukkan bahwa munculnya pekerja anak 
ini disebabkan karena adanya tekanan ekonomi yang memaksa mereka untuk 
terlibat secara aktif di dalam kegiatan ekonomi, baik untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya sendiri, maupun sebagai suatu bentuk partisipasi dari anak untuk 
memenuhi kebutuhan ekonomi dan bagi kelangsungan hidup keluarganya, karena 
mereka dianggap telah ikut bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga.4
Sebagian orang tua mengirimkan anaknya untuk bekerja, dalam kenyataannya 
tidak menghendaki anak mereka untuk bekerja dalam usia dini.   
Keikutsertaan anak dalam lingkungan pendidikan dipandang sebagai hal 
yang relatif lebih penting dan sebagai hal yang penting untuk hidup lebih baik 
bagi anak-anak mereka daripada bekerja.5 Sebagaimana dikemukakan oleh I.  
Tjandraningsih, dan B. White, 6 berdasarkan penelitiannya terhadap pekerja anak 
pada sektor manufaktur di Jawa Barat, dapatlah diketahui bahwa yang 
menyebabkan munculnya pekerja anak adalah kebutuhan akan pekerja anak, yang 
bagi para pengusaha dipandang mempunyai produktivitas tinggi dan upah rendah 
serta mudah diatur, dalam pekerjaan-pekerjaan yang didominasi oleh pekerja 
dewasa, merupakan daya tarik yang luar biasa bagi anak untuk terjun ke dalam 
pasaran tenaga kerja. 
 
3 Irwanto, dkk., 1995, Pekerja Anak di Tiga Kota Besar : Jakarta, Surabaya, Medan, Unicef dan 
Unika Atma Jaya, Jakarta. 
4 Rilantoro, dkk., 1984, Survei Buruh/Pekerja Anak Sektor Formal dan Informal 1984.  Laporan II 
: Buruh Anak Sektor Formal, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia dan Federasi Buruh Seluruh 
Indonesia, Jakarta. 
5 Rilantoro, Soedijar, Irwanto, dkk., Penelitian Profil Anak Jalanan di DKI Jakarta, Badan 
Penelitian dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia, Jakarta, 1989.  
6 I.Tjandraningsih, dan B. White, , 1991, Anak-anak Desa dalam Kerja Upahan, Jawa Barat : 
Pengantar Studi Lapangan. Prisma No. XX 1991, “Pekerja Anak dan Remaja di Pedesaan Jawa Barat 
: Pengantar Studi Lapangan”. Makalah pada Loka Karya Masalah Pekerja Anak dan Remaja : Hasil 
Penelitian di Pedesaan Jawa Barat. 
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Anak perlu dilindungi karena anak adalah pewaris generasi bangsa dan 
tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar baik jasmani rohani maupun sosial 
intelektual merupakan kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi.  Masa kanak-
kanak adalah masa yang sangat penting karena dalam masa ini pribadi dan sikap 
anak dibentuk sehingga bila masa penting ini seorang anak salah bentuk akibatnya 
bisa fatal.  
Dunia internasional telah melakukan pelarangan dan tindakan segera 
penghapusan bentuk- bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, hal tersebut tercetus 
dalam Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 182 yang telah 
diratifikasi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000.7
Bagi negara-negara yang telah melakukan ratifikasi atas konvensi tersebut 
maka diamanatkan untuk menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional 
(RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Dalam 
rangka penyusunan dan pelaksanaan RAN tersebut, pemerintah Indonesia melalui 
Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 telah menetapkan Rencana Aksi 
Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.  
Sejalan dengan itu dan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Ratifikasi 
Konvensi ILO Nomor 182 tersebut, maka pemerintah daerah baik provinsi 
maupun kabupaten/kota membentuk komite aksi yang sama yang pelaksanaannya 
adalah merupakan keharusan.8
Kabupaten Sragen merupakan Kabupaten yang sedang berkembang 
dengan keanekaragaman budaya dan merupakan kabupaten yang stabil dan 
terkendali.  Jumlah penduduk kurang lebih dari 865.417 jiwa dengan rata-rata 
kepadatan penduduk 919 per km2 serta memiliki tingkat pendidikan dan 
ketrampilan beragam.  Dikarenakan Visi dan Misi yang digalakkan oleh 
pemerintah terkait dengan perdagangan dan jasa serta industri menyebabkan 
Kabupaten Sragen pada tahun 2005 menunjukkan perkembangan pesat di bidang 
ekonomi dan perindustrian.9
7http://www.munfw.org/archive/50th/ilc2.htm,Draft Guiding Principles for Policing and 





Sampai dengan saat ini jumlah pekerja anak di Kabupaten Sragen masih 
belum terdata secara pasti.  Pekerja anak tersebar baik di daerah perdesaan 
maupun perkotaan.  Pekerja anak di daerah perdesaan lebih banyak melakukan 
pekerjaan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan maupun 
kegiatan ekonomi di lingkungan keluarga.  Pekerja anak di daerah perkotaan dapat 
ditemukan di perusahaan, rumah makan, pertokoan, rumah tangga (sebagai 
pembantu rumah tangga atau pekerja industri rumahan atau industri keluarga) 
maupun di jalanan seperti penjual koran, penyemir sepatu atau pemulung.  
Beberapa di antara pekerjaan yang  dilakukan anak tersebut dapat dikategorikan 
sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.10 
Pekerja anak merupakan masalah bagi semua pihak dan bersifat multi 
sektoral, sehingga kebijakan penanggulangan pekerja anak merupakan kebijakan 
lintas sektor.  Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk terus menerus mengurangi 
jumlah pekerja anak, namun demikian dengan kondisi perekonomian yang belum 
kondusif upaya tersebut belum mencapai hasil yang menggembirakan.  Bahkan 
perkembangan masalah sosial yang semakin kompleks, mendorong pekerja anak 
terpuruk pada jenis-jenis pekerjaan terburuk.11 
Sebagai pelaksanaan Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 tentang 
Pekerjaan Terburuk bagi Anak, maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59 
Tahun 2002 disusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk 
Pekerjaan Terburuk untuk Anak.12 Di tingkat Kabupaten ditindaklanjuti dengan 
Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk 
Anak Kabupaten Sragen yang disusun dengan melibatkan berbagai komponen 
yang tergabung dalam Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk 
Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen yang dibentuk berdasarkan 
Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008. 
Penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang nyata mengenai 
Implementasi Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 tentang Komite 
 
10 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen pada Lokakarya Komite Aksi 
Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen di Wisma BIP 
Tawangmangu pada tanggal 5 – 6 Desember 2008. 
 
11 http/www.faqs.org/childhood/Bo-Ch/Child-Labor-in-Developing Countries,html. 
12http://www.ilo.int/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/langen/
WCMS_007917/index.htm, ILO worst forms of child labour Convention comes into force. 
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Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak 
Kabupaten Sragen.  
Dengan berbagai keadaan dan pertimbangan tersebut diatas, untuk 
mengetahui implementasi Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 tentang 
Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak 
Kabupaten Sragen, maka penulis sangat tertarik untuk mengajukan usulan 
penelitian dengan judul : “Implementasi Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 
Tahun 2008 tentang Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk 
Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen”.
B. PERUMUSAN MASALAH 
 Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk menegaskan masalah-masalah 
yang akan diteliti sehingga memudahkan dalam pengerjaannya serta mencapai 
sasaran yang diinginkan. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, 
dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut  : 
1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 
tentang Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk 
untuk Anak Kabupaten Sragen di Kabupaten Sragen? 
2. Hambatan apa sajakah yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Bupati 
Sragen Nomor 30 Tahun 2008 tentang Komite Aksi Daerah Penghapusan 
Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen tersebut ? 
3. Bagaimanakah solusi yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut ? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN  
 Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai 
pemecahan masalah yang dihadapi dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan 
perorangan. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 
1. Tujuan Umum 
a. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimanakah implementasi Peraturan 
Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 tentang Komite Aksi Daerah 
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten 
Sragen di Kabupaten Sragen. 
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b. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan apa sajakah yang dihadapi 
dalam implementasi Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 
tentang Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan 
Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen. 
c. Untuk mengkaji dan menganalisis solusi yang dilakukan oleh Pemerintah 
Kabupaten Sragen dalam menghadapi hambatan tersebut di atas. 
2. Tujuan Khusus 
a. Untuk memperoleh data yang lengkap guna penyusunan tesis melengkapi 
persyaratan dalam mencapai gelar Magister dalam Program Studi Ilmu 
Hukum Konsentrasi Hukum Kebijakan Publik di Program Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Membantu penulis memperkaya pengetahuannya dalam hal Implementasi 
Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 tentang Komite Aksi 
Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak 
Kabupaten Sragen.  
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
 Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan 
baik secara praktis maupun teoritis yang diambil dari hasil penelitian. Adapun 
manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.  Manfaat Praktis 
a. Dapat memberikan masukan kepada para pihak yang berkepentingan 
dalam penanganan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk 
anak. 
b. Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai hal-hal yang 
berkaitan dengan  bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. 
c. Dapat memberikan solusi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sragen 
untuk menghadapi hambatan dalam mengimplementasikan Peraturan 
Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 tentang Komite Aksi Daerah 
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten 
Sragen. 
 2.  Manfaat Teoritis 
Dalam hal ini manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mencapai 
hasil sebagai berikut : 
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a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada 
umumnya dan Hukum dan Kebijakan Publik pada khususnya. 
b. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang terjadi terutama 
mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk 
pekerjaan terburuk untuk anak. 
c. Menemukan solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen 
untuk menghadapi hambatan dalam mengimplementasikan Peraturan 
Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 tentang Komite Aksi Daerah 







A. KERANGKA TEORITIK 
1. Pengertian Anak 
Pengertian atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 
terdapat dalam Pasal 34.  Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap 
pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena yang menjadi 
esensi dasar kedudukan anak dalam kedua pengertian ini, yaitu anak 
adalah subyek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, 
dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.  Pengertian 
menurut UUD 1945 dan pengertian politik menonjolkan hak-hak yang 
harus diperoleh anak dari masyarakat bangsa dan negara; atau dengan kata 
yang tepat pemerintah dan masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap 
masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak. 
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa : ”Anak adalah seseorang yang 
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah 
kawin”.  
Pengertian anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) 
adalah orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 
(dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 ayat (1) 
yang berbunyi : “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 
umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu kawin...dst”.  
Dalam Pasal 330 ayat (3) mendudukkan anak sebagai berikut, : “Seorang 
yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan 
berada di bawah perwalian...dst.”..Pengertian anak disini disebutkan 
dengan istilah “belum dewasa” dan mereka yang berada dalam pengasuhan 
orang tua dan perwalian.  Pengertian tentang anak  di dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi, Hukum 
Adat, dan Hukum Islam diletakkan dalam makna dengan mereka yang 
belum dewasa dan seorang yang belum mencapai usia batas legitimasi 
hukum sebagai subyek hukum atau layaknya subyek hukum normal yang 
ditentukan oleh perundang-undangan perdata. 
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Dalam lapangan hukum pidana pengertian kedudukan anak 
diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara 
negatif.  Dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subyek hukum 
yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana (strafbaar feit)
yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata karena kedudukan sebagai 
seorang anak yang berada dalam usia belum dewasa diletakkan sebagai 
seorang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu untuk mendapat 
perlindungan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku.  
Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat kita 
ketemukan dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak, dan pasal 1 angka (5) Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang, yaitu :  “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) Tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”.   
Sedangkan menurut pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah : “Anak 
adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan 
belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal 
tersebut adalah demi kepentingannya”. 
Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak, pengertian anak yaitu: “Anak adalah orang yang 
dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi 
belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.  
Jadi, jelaslah bahwa menurut Undang-Undang Pengadilan Anak, bagi 
seorang anak yang belum mencapai usia 8 (delapan) tahun itu belum dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya walaupun perbuatan tersebut 
merupakan tindak pidana. Akan tetapi bila si anak tersebut melakukan 
tindak pidana dalam batas umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 
umur 18 (delapan belas) tahun maka ia tetap dapat diajukan ke sidang 
Pengadilan Anak. 13 
2. Pengertian Pekerja Anak 
Pekerja Anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil 




anak kecil atas tenaga mereka.  Anak yang berusia dibawah 18 tahun di 
Indonesia dilarang dipekerjakan (Pasal 68 Undang-Undang 
Ketenagakerjaan RI Nomor 13 Tahun 2003).  Dengan pegecualian bagi 
anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima 
belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak 
menganggu perkembangan dan kegiatan fisik, mental dan sosial (Pasal 69 
ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). 
Anak-anak yang terpaksa harus bekerja atau disebut pekerja anak, 
menurut Konvensi Vol III No. 3 April 1999, termasuk dalam kelompok 
anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang disebut Children 
in Need of Special Protection (CNSP).  Soetarso14 berpendapat bahwa 
pekerja anak adalah : 
a. Anak yang dipaksa atau terpaksa bekerja mencari nafkah untuk dirinya 
sendiri dan atau keluarganya di sektor ketenagakerjaan formal yang 
melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga anak 
terhenti sekolahnya dan mengalami pemaksaaan fisik, mental, maupun 
sosial.  Dalam profesi pekerjaan sosial, anak ini disebut mengalami 
perlakuan salah (abused), dieksploitasi (exploited), dan ditelantarkan 
(neglected). 
b. Anak yang dipaksa, terpaksa atau dengan kesadaran sendiri mencari 
nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya di sektor 
ketenagakerjaan informal, di jalanan atau tempat-tempat lain, baik 
yang melanggar peraturan perundang-undangan (khusunya di bidang 
ketertiban), atau yang tidak, baik yang masih sekolah maupun yang 
tidak bersekolah.  Anak ini ada yang mengalami perlakuan salah dan 
atau dieksploitasi, ada pula yang tidak. 
 
Pekerja anak di Indonesia sudah dijumpai sejak dulu, karena secara 
tradisi anak diharapkan membantu orang tua di ladang atau usaha keluarga 
lainnya.  Munculnya pekerja anak merupakan permasalahan sosial yang 
cukup memprihatinkan. 
Dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengusaha yang 
mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan : 
a. izin tertulis dari orang tua atau wali; 
b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; 
c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; 
d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; 
 
14 Abu Huraerah, Kekerasan terhadap Anak, Nuansa, Bandung, 2006, hal. 70. 
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e. keselamatan dan kesehatan kerja; 
f. adanya hubungan kerja yang jelas; 
g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Hal ini dikecualikan pada anak yang bekerja pada usaha keluarga. 
Dalam Pasal 70 dan Pasal 71 disebutkan bahwa pengecualian 
larangan mempekerjakan anak yaitu : 
a. Anak bekerja di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum 
pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 
dan berumur paling sedikit 14 (empat belas) tahun dengan syarat diberi 
petunjuk yang jelas tentang tata cara pelaksanaan pekerjaan serta 
bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan dan diberi 
perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; 
b. Anak melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan 
minatnya dengan syarat berada dibawah pengawasan langsung dari 
orang tua atau wali, waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari serta 
kondisi dan lingkungan kerja tidak menganggu perkembangan fisik, 
mental, sosial dan waktu sekolah. 
Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh 
dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja 
pekerja/ buruh dewasa dan anak dianggap bekerja bilamana berada di 
tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (Pasal 72 dan 73 UU 
Ketenagakerjaan). 
 
3. Perlindungan Anak 
Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap 
perlindungan anak karena amanat UUD 1945 Pasal 28B (2) menyatakan 
bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang 
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, kemudian 
Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari 
penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam tidak manusiawi, 
merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan”, dan dalam Pasal 52 (1) 
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dinyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, 
keluarga, masyarakat dan negara”.   
Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak 
asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau 
mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, 
sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia 
seutuhnya bila menginjak dewasa.  Demikian bila anak telah menjadi 
dewasa, maka anak tersebut akan mengetahui dan memahami mengenai 
apa yang menjadi hak dan kewajibannya baik terhadap keluarga, 
masyarakat, bangsa dan negara. 
Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud perlindungan anak 
adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi 
secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  Dalam Pasal 13 ayat (1) 
menyatakan bahwa “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali 
atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan berhak 
mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik 
ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan 
penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. 
Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara 
lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan 
perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang 
berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas atau terisolasi, 
anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang 
diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, 
alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban 
penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik 
dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan 
salah dan penelantaran”. 
Selanjutnya Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa ”Perlindungan anak 
yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab 
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pemerintah dan masyarakat”.  Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa 
“Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dilakukan melalui : a) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; b) 
Pamantauan pelaporan dan pemberian sanksi; c) Pelibatan berbagai 
instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya 
masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak 
secara ekonomi dan/atau seksual”.  Dan pada ayat (3) dinyatakan bahwa 
“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh 
melakukan, atau turut melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1). 
Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak 
anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.  
Setiap anak sejak dalam kandungan berhak atas hidup, mempertahankan 
hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.  Anak merupakan makhluk 
Tuhan yang Maha Esa yang perlu dilindungi, karena anak merupakan 
individu yang belum matang baik fisik, mental maupun sosial.  Dengan 
melihat definisi tentang perlindungan anak di atas, maka perlindungan 
anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal 
sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang 
berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. 
Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan Pasal 74 ayat (1) menyebutkan bahwa ”Siapapun dilarang 
mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang 
terburuk”.  Dan pada ayat (2) disebutkan bahwa “Pekerjaan-pekerjaan 
yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a) segala pekerjaan 
dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; b) segala pekerjaan yang 
memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, 
produksi, pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; c) segala 
pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk 
produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat 
adiktif lainnya; dan/atau  d) semua pekerjaan yang membahayakan 
kesehatan, keselamatan, atau moral anak.   Ditambahkan pula dalam Pasal 
xxv
75 ayat (1) bahwa “Pemerintah berkewajiban melakukan upaya 
penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja”. 
Sementara itu dalam Konvensi Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 
mengenai Pelarangan dan TindakanSegera Penghapusan Bentuk-Bentuk 
Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang disetujui pada Konferensi 
Ketenagakerjaan Internasional ke delapan puluh tujuh tanggal 17 Juni 
1999 di Jenewa merupakan salah satu Konvensi yang melindungi hak asasi 
anak.  Konvensi ini mewajibkan setiap negara anggota ILO yang telah 
meratifikasinya harus segera melakukan tindakan-tindakan untuk 
menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. 
 
4. Tinjauan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang 
Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan 
Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk 
untuk Anak 
Berdasarkan pengakuan universal bahwa anak sebagai generasi 
penerus bangsa dan disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 
bahwa anak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan serta sesuai 
dengan GBHN 1998 yang mengamanatkan bahwa upaya kesejahteraan 
anak harus mendapatkan perhatian utama merupakan hal yang wajar 
apabila diupayakan agar anak mendapatkan perlindungan dan perlakuan 
yang terbaik. 
Ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyebutkan 
bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada 
pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.  Yang dimaksud dengan bentuk-
bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menurut Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning 
The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of the Worst 
Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan 
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dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk 
untuk Anak)15 adalah :  
1. Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti 
penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage) dan 
perhambaan (serfdom) serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk 
pengerahan anak secara paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan 
anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik 
bersenjata. 
2. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk 
produksi pornografi atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno. 
3. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan 
terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan 
sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan. 
4. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat 
membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.   
Pengertian bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menurut 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tersebut di atas di Indonesia secara 
umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi 
yang antara lain dalam bentuk : 
a. anak-anak yang dilacurkan; 
b. anak-anak yang bekerja di pertambangan; 
c. anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara; 
d. anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi; 
e. anak-anak yang bekerja di jermal; 
f. anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah; 
g. anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang 
menggunakan bahan-bahan peledak; 
h. anak-anak yang bekerja di jalan; 
i. anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga; 
j. anak-anak yang bekerja di perkebunan; 
 
15 http://www.cridoc.net/worst_forms_of_child_labour.php#top, Full Text of the C182, ILO 
Worst Forms of Child Labour Convention, 1999. 
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k. anak-anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan 
pengangkutan kayu; 
l. anak-anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang 
menggunakan bahan kimia yang berbahaya. 
 
Berikut adalah larangan-larangan lain dalam mempekerjakan anak: 
a. ditempat - tempat dimana minuman keras dikonsumsi dan atau dijual. 
b. di tempat penanganan sampah umum. 
c. menangani atau mengantarkan barang-barang berbahaya. 
d. mengoperasikan mesin-mesin berbahaya, seperti mesin pemotong, 
mesin penggerinda, penggulung, penekan atau penghancur, dll. 
e. di diskotik, tempat main bilyard atau tempat perjudian. 
f. dalam setiap tempat hiburan umum kecuali dengan tujuan tidak 
mengambil keuntungan. 
g. di dapur hotel, rumah indekos, tempat menjual makanan 
h. yang dimasak, café atau restauran, dll. 
i. membersihkan jendela luar yang tingginya berada 3 meter dari atas 
tanah. 
j. di tempat rumah potong hewan.
k. di salon atau tempat-tempat pijit.16 
Usaha atau kegiatan usaha yang mempekerjakan anak di sektor 
pertanian meliputi: usaha penangkapan ikan pada tempat statis, 
penangkapan ikan bergerak dan perkebunan. Di sektor industri 
pengolahan; usaha mebel, garmen, industri "wood" karpet dan tikar lampit, 
industri kantong plastik, industri kerupuk, industri roti, industri kecap, 
industri tahu dan industri pempek. 
Jenis-jenis pekerjaan anak di sektor pertanian meliputi buruh atau 
pekerja jermal, buruh atau pekerja nelayan, pemotong rumput, pembuat 
gundukan tanah, pemungut dan pengangkut buah sawit. Sedangkan di 
sektor industri pengolahan, jenis pekerjaan anak adalah pengampelasan, 
pemelitur, pembantu umum, pelayan mesin potong plastik, pengumpul 
hasil produk plastik, paking produk plastik, penjahit, pengobras, 
pembordir, penyulam, penempel asesoris, pelubang kancing, pemasang 
kancing, pembuang benang, penggosok, pelipat produk garmen, penyortir 
rotan, pemotong bahan produk rotan, penjangat bahan, pembelah rotan, 
penikan, dan penjahit lampit backing lapit, pengepak/paking, pengangkat 
dan pengangkut, pengumpul dan pembuang sampah, pengadministrasi, 
pekerja produksi, finishing produk wood karpet, pelayan mesin aduk 
bahan produk industri krupuk, penggulung dan pencetak bahan produk 
industri krupuk, penjemur bahan produk industri krupuk, penyortir produk 
 
16 http://www.labour.gov.hk, RingkasanPedoman Peraturan Kerja bagi Anak-anak. 
xxviii
industri krupuk, pembungkus/paking produk industri krupuk, pengaduk 
bahan produk roti, penggiling bahan dengan kayu, pelayan mesin produk 
roti, pembentuk produk roti, penggoreng produk roti, pembungkus/paking 
produk roti, pengaduk adonan kecap, pencuci dan penjemur botol, pengisi 
produk dan pengecap produk kecap, penyusun dan pengikat produk kecap, 
pelayan karyawan, industri kecap, pembersih kedelai bahan produk tahu, 
pengumpul ampas tahu, pengaduk dan pembuat produk pempek dan 
penggoreng pempek. 
 
Jenis-jenis pekerjaan anak yang mengandung resiko bahaya meliputi 
jenis pekerjaan penangkapan ikan pada tempat-tempat statis di laut, 
penangkapan ikan pada tempat bergerak di laut, pengangkat dan 
pengangkut di perkebunan sawit, bagian finishing di industri "wood" 
karpet, pekerjaan di bagian penggorengan roti, pekerjaan bagian 
penjemuran di industri krupuk, semua jenis pekerjaan yang dilakukan 
pekerja anak di industri mebel, pekerjaan menjahit di industri rumah 
tangga dan semua jenis pekerjaan di industri plastik.17 
5. Tinjauan tentang Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang 
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan 
Terburuk untuk Anak 
Dasar ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 
adalah : 
a. Anak Indonesia baik sebagai individu maupun sebagai generasi 
penerus bangsa harus dijaga pertumbuhan dan perkembangannya 
sehingga anak dapat berkembang secara wajar baik fisik, mental, 
sosial, dan intelektualnya; 
b. Bekerja bagi anak terutama pada jenis pekerjaan-pekerjaan yang 
terburuk sangat membahayakan bagi anak dan akan menghambat anak 
untuk tumbuh dan berkembang secara wajar di samping sangat 
bertentangan pula dengan hak asasi anak dan nilai-nilai kemanusiaan 
yang diakui secara universal; 
c. Indonesia telah mengesahkan ILO Convention No. 182 Concerning the 
Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst 
Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai 




Pekerjaan Terburuk untuk Anak) dengan Undang-undang Nomor         
1 Tahun 2000; 
d. Ketentuan Pasal 6 Konvensi ILO Nomor 182 mengamanatkan untuk 
menyusun dan melaksanakan Program Aksi Nasional untuk 
menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.18 
Hal-hal pokok yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 59 
Tahun 2002  adalah sebagai berikut : 
a. Menetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk 
Pekerjaan Terburuk untuk Anak. 
b. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan 
Terburuk Untuk Anak merupakan pedoman bagi pelaksanaan Program 
Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk 
Anak.  
 
6. Tinjauan tentang Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 
tentang Komite Aksi Daerah Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan 
Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen 
Ketentuan-ketentuan pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati 
Sragen Nomor 30 Tahun 2008 tentang Komite Aksi Daerah Penghapusan 
bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen adalah 
sebagai berikut : 
a. Praktek mempekerjakan anak pada berbagai jenis pekerjaan terburuk 
harus segera dihapuskan karena merendahkan harkat dan martabat 
manusia, khususnya anak-anak, serta merampas hak anak untuk 
tumbuh berkembang secara wajar; 
b. Penyusunan Peraturan Bupati ini berdasarkan Keputusan Presiden 
Nomor 59 Tahun 2002 telah ditetapkan Rencana Aksi Nasional 
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak; 
c. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Komite Aksi  Penghapusan 
Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen. 
d. Komite Aksi Kabupaten merupakan Forum Koordinasi yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. 
 
18http://faizlawjournal.blogspot.com/2006/12/child-labour-in-indonesia.html, Protection For 
Child Labour in Indonesia Based on ILO Convention No. 182/1999. 
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e. Komite Aksi Kabupaten mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan 
langkah-langkah antisipatif guna terlaksananya penghapusan bentuk-
bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. 
f. Dalam melaksanakan tugas, Komite Aksi Kabupaten mempunyai 
fungsi : 
1) menyusun Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan 
Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen. 
2) melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana 
Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak 
Kabupaten Sragen 
3) menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam  
pelaksanaan Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan 
Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen kepada Instansi atau pihak 
yang berwenang guna penyelesaian lebih lanjut sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
4) mengkoordinasikan permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan 
terburuk untuk anak di Kabupaten Sragen dengan para pihak terkait 
baik instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat. 
5) Komite Aksi Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya melakukan 
koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan berbagai pihak yang 
terkait dengan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk 
untuk anak baik pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat. 
7. Teori Kebijakan Publik (Public Policy)
Definisi tentang kebijakan (policy) tidak ada pendapat yang 
tunggal, tetapi menurut konsep demokrasi modern kabijakan negara 
tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang 
mewakili rakyat, tetapi opini publik juga mempunyai porsi yang sama 
besarnya untuk diisikan dalam kebijakan negara, misalnya kebijakan 
negara yang menaruh harapan banyak agar pelaku kejahatan dapat 
memberikan pelayanan sebaik-baiknya, dari sisi lain sebagai abdi 
masyarakat haruslah memperhatikan kepentingan publik.19 
Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan                               
kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah                     
policy. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum               
diketahui terjemahan yang tepat istilah policy ke dalam Bahasa Indonesia. 
 
19 Irfan M. Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara.,  Bumi Aksara, 
Jakarta, 2007, hlm.10. 
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Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia20 berasal dari kata bijak 
yang berarti selalu menggunakan akal budinya; pandai; mahir; pandai 
bercakap-cakap, petah lidah. Sedangkan kebijakan dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia berarti kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; 
Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana di 
pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.  
William N. Dunn21 mendefinisikan kebijakan publik dikaitkan 
dengan otonomi daerah adalah suatu pelaksanaan kegiatan yang 
diproyeksikan lewat uraian tentang kecenderungan masa lalu, masa kini 
dan masa depan, dimana peramalan merupakan suatu prosedur untuk 
membuat informasi faktual, tentang situasi sosial masa depan atas dasar 
informasi yang tidak ada tentang masalah kebijakan.  
Secara lebih rinci James E. Anderson22 memberi pengertian 
kebijakan negara sebagai kebijakan oleh badan-badan pejabat-pejabat 
pemerintah yang memiliki empat implikasi berikut ini  : 
1. Kebijakan Negara selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan 
tindakan yag berorientasi kepada tujuan. 
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat 
pemerintah.  
3. Kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan 
pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud 
akan melakukan suatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu. 
4. Kebijakan negara itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan bentuk 
tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau bisa 
bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah 
untuk melakukan sesuatu.  
 
Pandangan lainnya dari kebijakan publik, melihat kebijakan 
publik sebagai keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud 
tertentu, berupa serangkaian instruksi dan pembuatan keputusan 
kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara 
mencapai tujuan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh 
Soebakti23 bahwa kebijakan negara merupakan bagian keputusan 
politik yang berupa program perilaku untuk mencapai tujuan 
 
20 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, hlm. 142. 
21 Andrik Purwasito, Perspektif  Kebijakan Publik dalam Otonomi Daerah, Sebelas Maret 
university. Surakarta, 2001, hlm.12. 
22 Ibid, hlm. 11-12. 
23 Samodro Wibowo, Kebijakan Publik : Suatu Analisis Komparasi., Rafika Aditama, 
Bandung, 1994, hlm. 190. 
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masyarakat negara. Kesimpulan dari pandangan ini adalah: pertama, 
kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah 
dan, kedua kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah yang 
mempunyai tujuan tertentu.  
Dari beberapa pandangan tentang kebijakan negara tersebut, 
dengan mengikuti paham bahwa kebijakan negara itu adalah serangkaian 
tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh  pemerintah yang 
mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan 
seluruh rakyat, maka Irfan M. Islamy24 menguraikan beberapa elemen 
penting dalam kebijakan publik, yaitu : 
1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk peraturannya berupa 
penetapan tindakan-tindakan pemerintah;  
2. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi 
dilaksanakan dalam bentuk yang nyata; 
3. Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak 
melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan 
tertentu; 
4. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi 
kepentingan seluruh anggota masyarakat. 
 
Kebijakan publik pada akhirnya harus dapat memenuhi kebutuhan 
dan mengakomodasi kepentingan masyarakat. Penilaian akhir dari sebuah 
kebijakan publik adalah pada masyarakat.  
Pandangan dari Fadillah Putra25, proses reformasi dalam 
keseluruhan sistem sosio-politik yang terjadi di Indonesia, sampai saat ini 
memang masih belum dapat untuk segera dikatakan sudah ataupun hampir 
tuntas. Di dalam praktek penyelenggaraan negara sehari-hari, dan dalam 
kaitannya dengan hubungan antara negara dengan rakyat, nampaknya yang 
luput dari perhatian banyak khalayak umum adalah dimensi kebijakan 
publik. Dalam kesempatan ini perlu disadari bahwa sesungguhnya esensi 
dari keberadaan negara adalah kebijakan publik.  
Sedangkan Don K. Price26, menyebutkan bahwa proses pembuatan 
kebijaksanaan negara yang bertanggung jawab adalah proses melibatkan 
 
24 Irfan M. Islamy, Op Cit, hlm. 20. 
25Fadillah Putra, Kebijakan Publik Suatu Pengantar, Yanense Mitra Sejati,  Jakarta, 
2002, hlm. 23. 
26Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan 
Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hlm.58. 
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antara kelompok-kelompok ilmuwan, pemimpin-pemimpin organisasi 
professional, para administrator dan para politisi.    
Secara umum kebijakan (policy) dapat dikategorikan menjadi 3 
(tiga) strata, yaitu kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan 
teknis. 
1. Kebijakan Umum 
Kebijakan Umum adalah kebijakan yang menjadi pedoman atau 
petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif maupun negatif 
meliputi keseluruhan wilayah atau instansi. Untuk wilayah negara, 
kebijakan umum mengambil bentuk Undang-Undang atau Keputusan 
Presiden dan sebagainya. Sementara untuk wilayah propinsi, selain 
dari peraturan dan kebijakan yang diambil pada tingkat pusat juga ada 
Keputusan Gubernur atau Peraturan Daerah yang diputuskan oleh 
DPRD.  
Suatu kebijakan umum dapat dijadikan pedoman bagi tingkatan 
kebijakan di bawahnya, minimal ada 3 (tiga) kriteria yang harus 
dipenuhi : 
a) Mempunyai cakupan kebijakan dengan meliputi keseluruhan 
wawasannya. Artinya, kebijakan tidak hanya meliputi dan 
ditunjukkan pada aspek tertentu atau sektor tertentu. 
b) Memiliki jangka waktu yang panjang. Artinya masa berlaku atau 
tujuan yang ingin dicapai dengan kebijakan tersebut tidak berada 
dalam jangka waktu yang pendek, sehingga tidak mempunyai 
batas waktu tertentu. Karena itu, tujuan yang digambarkan 
sebagai istilah sasaran strategi kebijakan seringkali dianggap 
tidak jelas. Dengan kata lain dalam suatu kebijakan umum tidak 
tepat untuk menetapkan sasarannya secara sangat jelas dan 
rumusannya secara teknis. Rumusan yang demikian akan 
menghadapi kekuatan atau fleksibel dalam perubahan waktu 
jangka panjang dan akan mengalami kesulitan untuk 
diberlakukan di wilayah-wilayah kecil yang berbeda.  
c) Strategi kebijakan umum tidak bersifat operasional. Sebagaimana 
pengertian umum, pengertian operasional atau teknis juga 
bersifat relatif. Sesuatu yang dianggap umum untuk tingkat 
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kabupaten mungkin dianggap teknis atau operasional di tingkat 
dibawahnya. Namun, suatu kebijakan yang bersifat umum tidak 
berarti kebijakan tersebut bersifat sederhana.  
2. Kebijakan Pelaksanaan. 
Kebijakan Pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan 
kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang 
pelaksanaan undang-undang atau keputusan menteri yang menjabarkan 
pelaksanaan Keputusan Presiden adalah contoh dari kebijakan 
pelaksanaan.  
Untuk tingkat propinsi, Keputusan Walikota / Bupati atau 
keputusan seorang kepala dinas yang menjabarkan Keputusan 
Gubernur atau peraturan daerah bisa jadi suatu kebijakan pelaksanaan.  
3. Kebijakan Teknis 
Kebijakan Teknis adalah kebijakan operasional yang berada di 
bawah kebijakan pelaksanaan. Secara umum, kebijakan umum adalah 
kebijakan tingkat pertama, kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan 
tingkat kedua dan kebijakan teknis adalah kebijakan tingkat ketiga atau 
yang terbawah.  
Setiap kebijakan diatas memiliki bobot yang berbeda. Misalnya, 
kebijakan umum memiliki bobot yang berdampak luas dan sangat strategis 
sehingga dalam merumuskan memerlukan kecermatan dan keterlibatan 
beberapa pihak, khususnya para pakar ilmu pengetahuan dan praktisi 
karena di dalamnya juga berisi resiko yang berdampak luas. Di samping 
itu, dalam kebijakan umum walaupun unsur teknis memiliki bobot yang 
rendah tetapi dalam merumuskan kebijakan umum harus 
mempertimbangkan unsur teknis, apakah kebijakan itu nanti dilaksanakan 
di bawahnya.  
Terkadang sebuah proses kebijakan publik yang ada telah mencapai 
hasil (output) yang ditetapkan dengan baik, namun tidak memperoleh 
respons atau dampak (outcome) yang baik dari masyarakat atau kelompok 
sesamanya atau sebaliknya sebuah proses kebijakan publik tidak maksimal 
dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan namun ternyata dampaknya 
cukup memuaskan bagi masyarakat secara umum.  
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Menurut Leo Agustino27, mengingat banyaknya masalah yang perlu 
disusun sebagai sebuah kebijakan publik, maka diperlukan proses 
formulasi kebijakan, yaitu bagaimana para analis kebijakan dapat 
mengenal masalah-masalah publik yang dibedakan dengan masalah privat.  
Pada intinya, studi mengenai formulasi kebijakan memberikan perhatian 
yang sangat dalam pada sifat-sifat (perumusan) masalah publik. Dalam hal 
ini, perumusan masalah tersebut akan sangat membantu para analisi 
mendiagnosis persebaran masalah publik, memetakan tujuan yang 
memungkinkan, memadukan pandangan yang berseberangan, dan 
merancang peluang kebijakan yang baru. 
Dalam kerangka formulasi kebijakan publik inilah hukum 
mempunyai kedudukan yang sentral. Antara hukum dan kebijakan publik 
mempunyai keterkaitan erat. Pembandingan antara proses pembentukan 
hukum dan proses formulasi kebijakan publik di samping menunjukkan 
kesamaan diantara keduanya, juga menunjukkan bagaimana diantara 
keduanya berhubungan dan saling membantu.28 
Dalam kerangka yang lebih umum, hal di atas menunjukkan adanya 
hubungan hukum dengan perubahan-perubahan sosial.29 Suatu perubahan 
sosial biasanya dimulai pada suatu lembaga kemasyarakatan tertentu dan 
perubahan tersebut akan menjalar ke lembaga-lembaga kemasyarakatan 
lainnya. Sudah tentu proses tersebut menimbulkan masalah sejauh mana 
suatu lembaga kemasyarakatan tertentu tergantung kepada lembaga-
lembaga kemasyarakatan lainnya atau sampai seberapa jauhkah suatu 
lembaga kemasyarakatan tertentu tidak terpengaruh oleh perubahan-
perubahan yang terjadi.  
Sementara itu, di dalam kehidupan masyarakat hampir selalu ada 
perbedaan-perbedaan tertentu antara pola perikelakuan yang nyata dengan 
pola perikelakuan yang dikehendaki oleh hukum.  Oleh karena itu tepat 
apa yang dikatakan oleh Harry C. Bredemeier30, bahwa betapa pekerjaan 
hukum serta hasil-hasilnya tidak hanya merupakan urusan hukum, 
 
27 Leo Agustino, Dasar-dasar Kebijakan Publik,:Alfabeta, Bandung, 2006. hlm.96. 
28 Edi Wibowo, Hukum dan Kebijakan Publik, Penerbit YPAPI, Yogyakarta, 2004, hlm. 
53-55. 
29Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan,,
UI Press Jakarta, 1983, hlm. 158-162. 
30Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 143.S 
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melainkan merupakan bagian dari proses kemasyarakatan yang lebih 
besar. Merujuk kepada gambaran di atas, relevan apa yang dikemukakan 
oleh Robert Seidman31, bahwa kebijakan publik dipengaruhi oleh sejumlah 
faktor, antara lain adalah peraturan (Rule). Peraturan yang niscaya dapat 
mengatur perilaku manusia ke arah yang diharapkan melalui kebijakan 
yang dibuat, akan tetapi dapat juga terjadi sebaliknya. Masalah publik, 
dalam konteks peraturan, akan muncul apabila bahasa yang digunakan 
dalam peraturan itu membingungkan;  beberapa peraturan mungkin malah 
memberi peluang bagi terjadinya perilaku bermasalah; peraturan tak 
menghilangkan persebaran perilaku bermasalah; peraturan membuka 
peluang bagi perilaku yang tidak transparan; dan peraturan kemungkinan 
juga untuk memberikan wewenang yang berlebih kepada pelaksana 
peraturan untuk bertindak represif. 
Dengan tertib berpikir demikian, nampak bahwa suatu kebijakan 
publik tidak mungkin berwujud dalam ruang kosong, akan tetapi ia 
menjadi suatu kebijakan oleh karena interaksi dengan lingkungan sekitar. 
Hal ini merupakan formulasi kebijakan model sistem, yaitu model 
formulasi kebijakan yang berangkat output suatu lingkungan atau sistem, 
yang tengah berlangsung.  
Kebijakan publik yang telah dibuat berpengaruh terhadap lingkungan 
sehingga menjadi proses timbal balik. Fungsi kebijakan publik dalam hal 
ini untuk menandai lingkungan sekitar keputusan yang dibuat dan 
memberikan jaminan keputusan yang diambil serta mendukung 
tercapainya arah dan tujuan.32 Karena kebanyakan kebijakan publik yang 
dilahirkan terkesan sepertinya kebijakan tersebut sekedar doing something 
bukannya problem solving.
Hubungan hukum dan kebijakan publik dapat dilihat dari 
pembentukan hukum dan formulasi publik, implementasi dan evaluasi, 
menurut Bambang Sunggono33 dapat diuraikan sebagai berikut  : 
1. Proses pembentukan kebijakan publik berangkat dari realitas yang ada 
di dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa aspirasi yang 
 
31 Leo Agustino, Op Cit, hlm. 103-104. 
32 Chaizi Nasucha, Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik, Grasindo, Jakarta, 
2004, hlm. 14 
33 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, , Rajawali, Jakarta, 2002, hlm. 63. 
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berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan 
perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya 
adalah mencoba untuk mencari jalan keluar yang terbaik yang akan 
dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan 
yang sekarang. 
 Sebenarnya antara hukum dan kebijakan publik itu memiliki 
keterkaitan yang sangat erat. Bahkan sebanarnya tidak sekedar 
keterkaitan saja yang ada diantara keduanya, pada sisi-sisi yang lain 
jutru lebih banyak kesamaannya. Proses pembentukan hukum hasil 
akhirnya lebih difokuskan pada terbentuknya sebuah aturan dalam 
bentuk undang-undang. 
2. Dalam melakukan penerapan hukum membutuhkan kebijakan publik 
sebagai sarana yang mampu mengaktualisasikan dan 
menkontekstualisasikan hukum tersebut dengan kebutuhan dan kondisi 
riil yang ada di masyarakat, sebab apabila responsifitas aturan 
masyarakat hanya sepenuhnya diserahkan pada hukum semata, maka 
bukan tidak mungkin pada saatnya akan terjadi pemaksaan-pemaksaan 
yang tidak sejalan dengan cita-cita hukum itu sendiri yang ingin 
menyejahterakan masyarakat.  
 Penerapan hukum menjadi sangat tergantung pada kebijakan 
publik sebagai sarana yang dapat mensukseskan berjalannya penerapan 
hukum itu sendiri. Sebab dengan adanya kebijakan publik, maka 
pemerintah pada level yang terdekat dengan masyarakat setempat akan 
mampu merumuskan apa-apa saja yang harus dilakukan agar 
penerapan hukum yang ada pada suatu saat dapat berjalan dengan baik. 
Pada dasarnya di dalam penerapan hukum tergantung pada empat 
unsur34, diantaranya adalah unsur hukum, struktural, masyarakat dan 
budaya. 
a. Unsur Hukum 
Unsur hukum merupakan produk atau teks aturan-aturan hukum. 
Pada kasus tertentu ternyata unsur hukum ini tidak dapat 
diterapkan sama persis dengan harapan yang ada, maka kebijakan 
 
34 Setiono,  Metode Penelitian Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2006, hlm. 6. 
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publik diharapkan mampu memberikan tindakan-tindakan yang 
lebih kontekstual dengan kondisi riil yan ada di lapangan. Ketika 
kebijakan publik melakukan hal tersebut, maka sesungguhnya 
berangkat dari unsur hukum yang dimaksud. Perencanaan dan 
langkah-langkah yang diambil oleh kebijakan publik bisa jadi tidak 
sepenuhnya sama dengan teks-teks aturan hukum yang ada, namun 
mengarah pada kesesuaian dengan unsur hukum, dengan demikian 
pada dasarnya kebijakan publik itu lebih sebagai upaya untuk 
membantu atau memperlancar penerapan hukum yang telah 
ditetapkan.  
b. Struktural 
Struktural merupakan organisasi atau lembaga-lembaga yang 
diperlukan dalam penerapan hukum itu. Kebijakan publik dalam 
konteks unsur struktural ini lebih dominan berposisi sebagai sebuah 
seni, yaitu bagaimana mampu melakukan kreasi sedemikian rupa 
sehingga perfoma organisasi yang dialaminya itu dapat tampil 
dengan baik, sekaligus distori-distori pemaknaan dari unsur hukum 
yang ada tidak diselewengkan atau ditafsirkan berbeda di lapangan 
oleh para pelaksananya.  
c. Masyarakat 
Masyarakat merupakan sekumpulan kondisi sosial politik dan 
sosial ekonomi dari anggota masyarakat yang akan terkena dampak 
atas diterapkannya sebuah aturan hukum atau undang-undang. 
Walaupun unsur-unsur kinerja organisasi atau institusi pelaksana 
telah berjalan dengan baik, apabila kondisi masyarakatnya sedang 
kacau balau, tentu semua itu tidak dapat berjalan sesuai dengan 
yang diharapkan. Posisi dari kebijakan publik akan sangat 
berpengaruh dalam hal unsur masyarakat dalam penerapan hukum 
d. Budaya 
Budaya merupakan sesuatu kebiasaan yang berkaitan dengan 
bagaimana isi kontekstualitas sebuah undang-undang yang hendak 
diterapkan dengan pola pikir, pola perilaku, norma-norma, nilai-
nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Unsur 
budaya dalam penerapan hukum sangat penting, sebab hal tersebut 
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berkaitan dengan pemahaman masyarakat atas sebuah introduksi 
nilai yang hendak ditransformasikan oleh sebuah undang-undang 
atau produk hukum.  
3. Hubungan hukum dan kebijakan publik dalam hal evaluasi dapat 
dilakukan dengan evaluasi dapat dilakukan dengan evaluasi peradilan 
administrasi dan evaluasi kebijakan publik. Apabila pada kenyataannya 
masyarakat tidak puas atau merasa dirugikan oleh proses penerapan 
hukum yang ada dan ternyata hasil-hasil dari proses penerapan hukum 
itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka peradilan administrasi 
akan menjalankan fungsinya.  
Evaluasi kebijakan publik berfungsi sebagai hakim yang menentukan 
kebijakan yang ada telah berjalan dengan sukses atau telah mengalami 
kegagalan mencapai tujuan dan dampak-dampaknya. Evaluasi kebijakan 
publik juga sebagai dasar apakah kebijakan yang ada layak diteruskan, 
direvisi atau bahkan dihentikan sama sekali.35 
Dalam pelaksanaan kebijakan publik haruslah berhasil, malahan 
tidak hanya pelaksanaannya saja yang harus berhasil akan tetapi tujuan 
yang terkandung dalam kebijakan publik itu haruslah tercapai, yaitu 
terpenuhinya kepentingan masyarakat.  
\
8. Teori Implementasi  (Theory of Implementation )
Dalam kamus Webster36 pengertian implementasi dirumuskan secara 
pendek, dimana “to implementasi" (mengimplementasikan) berarti “to 
provide means for  carrying out; to give practical effect to”  (menyajikan 
alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu). 
Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi 
bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran 
keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui 
saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi  
menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa 
dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan 
 
35 Ibid, hlm. 5-6. 
36 Solichin Abdul Wahab, Op Cit, hlm. 64. 
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bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting 
dalam keseluruhan proses kebijakan. 
Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, 
maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. Irfan M. 
Islamy 37 membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu : 
a. Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan 
disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan 
terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu 
negara terhadap kedaulatan negara lain. 
b. Bersifat non self-executing, yang berarti bahwa suatu kebijakan publik 
perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan 
pembuatan kebijakan tercapai. 
Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn38 mengemukakan 
sejumlah tahap implementasi sebagai berikut   : 
 Tahap Pertama, terdiri atas kegiatan-kegiatan  : 
a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara 
jelas ; 
b. Menentukan standar pelaksanaan ; 
c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan. 
Tahap Kedua, merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan 
struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode ; 
 Tahap Ketiga, merupakan kegiatan-kegiatan : 
a. Menentukan jadual; 
b. Melakukan pemantauan; 
c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan 
program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau 
pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai, dengan segera. 
Menurut Edward C. George dalam Implementing Public Policy 39 
ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau 
kegagalan implementasi suatu kebijakan, dipengaruhi faktor-faktor 
sebagai berikut  : 
 
37 Irfan M. Islamy, Op Cit, hlm. 102-106. 
38 Solichin Abdul Wahab, Op Cit, hlm. 36. 
39Satjipto Rahardjo, Op Cit, hlm. 111.
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a. Faktor sumber daya (resources)
Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam 
implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan 
konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu 
kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab 
mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber 
untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi 
kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. 
Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang 
dimaksud antara lain mencakup staf yang harus mempunyai keahlian 
dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas; perintah; dan 
anjuran atasan/pimpinan. Disamping itu, harus ada ketepatan atau 
kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang 
harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan. 
Dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi 
kebijakan tersebut, informasi yang relefan dan yang mencukupi 
tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan 
kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam 
implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para 
implementor tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam 
bagaimana caranya mengimplementasikan kebijakan tersebut. 
Informasi yang demikian ini juga penting untuk menyadarkan orang-
orang yang terlibat dalam implementasi, agar diantara mereka mau 
melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi tugas dan 
kewajibannya. 
Kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan bahwa 
kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang 
mereka kehendaki, dan fasilitas / sarana yang digunakan untuk 
mengoperasionalisasikan implementasi suatu kebijakan yang 
meliputi gedung, tanah, sarana dan prasarana yang kesemuanya akan 
memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Kurang 
cukupnya sumber-sumber ini berarti ketentuan-ketentuan atau 
aturan-aturan tidak akan menjadi kuat, pelayanan tidak akan 
diberikan dan pengaturan yang rasional tidak dapat dikembangkan. 
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b. Struktur Birokrasi 
Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu 
kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa 
dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai 
keinginan untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum 
efektif, karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. 
c. Faktor Komunikasi 
Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk 
menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, 
harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi 
dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap 
proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya 
akan selalu berurusan dengan permasalahan bagaimana hubungan 
yang dilakukan. 
d. Faktor Disposisi (sikap) 
Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk 
mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, 
jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak 
hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan 
mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, 
tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk 
mengimplementasikan kebijakan tersebut. 
 
9. Teori Bekerjanya Hukum  
Untuk membahas penelitian ini, penulis ingin beranjak dari konsep 
Lawrence Meir Friedman40 seorang ahli sosiologi hukum dari Stamford 
University41 mengemukakan mengenai Tiga Unsur Sistem Hukum (Three 
Element of Legal System).  Untuk itu sangat tepat Teori Friedman yang 
menyatakan bahwa hukum merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri 
dari tiga unsur yang saling terkait. Ketiga unsur sistem hukum yang 
mempengaruhi bekerjanya hukum tersebut adalah sebagai berikut  : 
 
40 The Legal System, 1975, hlm. 5. 
41 Esmi Warassih, Op Cit, hlm 45. 
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a. Struktur Hukum (legal structure); 
Struktur menurut Friedman adalah kerangka bagian yang 
memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di 
Indonesia berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia maka 
termasuk didalamnya struktur Institusi-institusi penegakan hukum, 
seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.  
Dalam hal ini merupakan unsur yang berasal dari para pemegang 
aturan hukum. Bisa jadi pemerintah (eksekutif), pembuat peraturan 
(legislatif) ataupun lembaga kehakiman (yudikatif). Para aparat 
penegak hukum, seyogyanya harus bersikap konsisten terhadap apa 
yang telah dikeluarkannya. Ia tidak boleh mangkir dari kebijakan-
kebijakan hukum yang telah dibuatnya. Atau dengan kata lain, dalam 
melakukan segala perbuatan, pemerintah harus selalu berpegang teguh 
terhadap peraturan umum yang telah dibuatnya. 
Jadi pada dasarnya struktur hukum secara sederhana bisa 
diartikan dari kerangka hukum maupun wadah dan organisasi dari 
lembaga-lembaganya. 
b. Substansi Hukum ( legal substance); 
Substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia 
yang berada dalam sistem hukum itu. Substansi juga berarti produk 
yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu 
mencakup peraturan baru yang mereka susun. Komponen substantif 
sebagai output dari sistem hukum yang berupa peraturan-peraturan 
keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur 
maupun yang diatur.42 
Substansi hukum meliputi norma dan aturan itu sendiri. Tidak 
terbatas pada norma formal saja tetapi juga meliputi pola perilaku 
sosial termasuk etika sosial, terlepas apakah nantinya akan perilaku 
sosial tersebut akan membentuk norma formal tersendiri. Idealnya, 
isi/materi hukum tidak boleh diinterpretasikan secara 
 
42 Ibid, hlm. 5. 
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baku/sebagaimana adanya seperti yang tercantum dalam peraturan 
perundang-undangan.  
c. Kultur hukum (legal culture). 
Pernyataan Friedman yang menyatakan bahwa kultur hukum 
ádalah apa yang masyarakat rasakan terhadap hukum dan sistem 
hukumnya. Tapi kemudian Friedman memperluas lagi bahwa budaya 
hukum bukan sekedar pikiran saja, tetapi juga cara pandang dan cara 
masyarakat menentukan bagaimana sebuah hukum itu digunakan 
Pada akhirnya, pemahaman kultur hukum menurut Friedman 
adalah setiap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, 
nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah susunan 
pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum 
digunakan, dihindari atau disalah gunakan. Tanpa kultur hukum maka 
sistem hukum itu sendiri tidak berdaya.43 
Pendapat Friedman, jika unsur ini dihilangkan akan 
menimbulkan kepincangan hukum & tidak bisa berjalan sebagaimana 
mestinya, serta cita-cita mewujudkan keadilan pun akan sirna. 
Pemerintah, dalam menyusun peraturan dan menentukan langkah-
langkah hukum perlu memperhatikan pula nilai-nilai dalam 
masyarakat. Tidak boleh mengambil keputusan/kebijakan hanya 
berdasarkan asumsinya belaka. Sesuai/tidaknya kebijakan hukum 
dengan tuntutan masyarakat umum, akan sangat menentukan 
keberhasilan hukum itu sendiri. 
 Berdasarkan teori sistem dari Friedman di atas kalau ingin 
memperbaiki  sistem hukum yang ada ketiga komponen tersebut harus 
diperhatikan  dan dibenahi. Kondisi ini memerlukan suatu proses yang 
panjang untuk mampu merubahnya karena menyangkut masalah sosial 
budaya, sehingga bukan hanya perundang-undangan yang harus 
dibenahi namun juga budaya hukum masyarakat. 
 
43 Achmad Ali,  Keterpurukan Hukum di Indonesia, Ghalia Indonesia,  2001, hlm. 9. 
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Selain itu, Lon L Fuller44 juga berpendapat bahwa untuk 
mengenal hukum sebagai sistem maka harus dicermati apakah ia 
memenuhi 8 (delapan) asas atau principles of legality atau delapan 
prinsip legalitas sebagai berikut : 
1. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia 
tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang 
bersifat ad hoc.
2. Peraturan-peraturan yang dibuat itu harus diumumkan. 
3. Peraturan tidak boleh berlaku surut. 
4. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti. 
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang 
bertentangan satu sama lain. 
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang 
melebihi apa yang dapat dilakukan. 
7. Peraturan tidak boleh sering dirubah-rubah. 
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan 
pelaksanaannya sehari-hari. 
 
Bertolak dari rangkaian pembahasan tersebut dapat disimpulkan, 
bahwa pada dasarnya hukum mempunyai banyak fungsi dalam 
usahanya mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.  Oleh karena 
itu, dalam perumusannya sebagai hukum positif harus dipahami suatu 
sistem norma.  Pemahaman ini penting artinya untuk menghindari 
kontradiksi atau pertentangan antara norma hukum yang lebih tinggi 
dengan norma hukum yang lebih rendah kedudukannya.  Pemahaman 
ini semakin penting artinya apabila kita tetap berkeinginan agar 
keberadaan (eksistensi) hukum sebagai suatu sistem norma mempunyai 
daya guna dalam menjalankan tugasnya di masyarakat. 
Dalam setiap usaha merealisasikan tujuan pembangunan, sistem 
hukum dapat memainkan peranan sebagai pendukung dan 
penunjangnya.  Suatu sistem hukum yang tidak efektif tentunya akan 
menghambat terealisasikannya tujuan yang ingin dicapai.  Sistem 
hukum dapat dikatakan efektif bila perilaku-perilaku manusia di dalam 
masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam aturan-
aturan hukum yang berlaku. 
 
44 Esmi Warassih, Op Cit, hal. 31. 
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Paul dan Dias45 mengajukan 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi 
untuk mengefektifkan sistem hukum, yaitu : 
1. Mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap 
dan dipahami.  
2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi 
aturan-aturan hukum yang bersangkutan. 
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum. 
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya 
mudah dijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, 
melainkan juga harus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-
sengketa. 
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga 
masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu 
memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif. 
 
Menurut Satjipto Rahardjo46 hukum bekerja dengan cara 
memancangi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang 
dalam masyarakat.  Sehubungan dengan itu, terdapat dua aspek kerja 
hukum dalam hubungan dengan perubahan sosial, yaitu : 
1. Hukum sebagai sarana kontrol sosial 
Hukum sebagai sarana kontrol sosial adalah suatu proses yang 
dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku 
sesuai dengan harapan masyarakat.  Hukum sebagai kontrol sosial 
dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas, yang melibatkan 
penggunaan daripada kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang 
diorganisasi secara politik, melalui lembaga-lembaga yang 
dibentuknya, sehingga termasuk dalam lingkup ini adalah : 
a. Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan 
maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang. 
b. Penyelesaian sengketa-sengketa. 
c. Menjamin kelangsungan hidup masyarakat, yaitu dalam hal terjadi 
perubahan-perubahan. 
2. Hukum sebagai sarana social engineering 
Hukum sebagai sarana social engineering adalah penggunaan 
hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan 
masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan 
 
45 Ibid ,  hal. 105-106. 
46 Satjipto Rahardjo, Op Cit, hal. 122-142. 
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perubahan-perubahan yang diinginkan dan tidak berhenti pada 
orientasi masa sekarang, melainkan bisa juga ditujukan untuk 
menjangkau masa akan datang.  Dengan demikian, maka persoalan 
yang ingin dipecahkan bukan lagi bagaimana mempengaruhi tingkah 
laku orang-orang agar sesuai dengan harapan masyarakat dalam 
keadaan sekarang ini.  Hal ini membedakan anatara hukum sebagai 
sarana kontrol sosial dengan Hukum sebagai sarana social engineering. 
Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto47, bahwa masalah 
pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang 
mempengaruhinya.  Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Faktor hukumnya sendiri. 
b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk 
maupun menerapkan hukum. 
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum berlaku atau 
diterapkan 
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari 
efektivitas penegakan hukum. 
 
B. KERANGKA BERPIKIR 
Konferensi Ketenagakerjaan Internasional yang ke – 87 tanggal 17 Juni 1999 
telah menyetujui Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The 
Prohibition and Immediate Action for The Elimination of the Worst Forms of 
Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan 
Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak).   
Konvensi ILO 182 ini kemudian diterima oleh Indonesia melalui Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 
Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of the 
Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan 
 
47 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raya Grafindo 
Persada, Jakarta, 2004, hal. 8-9. 
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Rencana Aksi Nasional 
(Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002) 
Pengesahan ILO Convention Nomor 182  
(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000) 
dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk 
Anak). 
Sejalan dengan hal tersebut dan sebagai pelaksanaan Ratifikasi Konvensi 
ILO Nomor 182 tentang Pekerjaan Terburuk bagi Anak, maka berdasarkan 
Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 disusun Rencana Aksi Nasional 
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.  Di tingkat 
Kabupaten ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-
bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen yang disusun dengan 
melibatkan berbagai komponen yang tergabung dalam Komite Aksi Daerah 
Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen 
yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008. 
Dalam pengimplementasian Undang Nomor 1 Tahun 2000 tersebut 
dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor subtansi, struktur dan kultur.  Semua 
faktor tersebut akan berpengaruh pada upaya pengimplementasian Undang Nomor 
1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The 
Prohibition and Immediate Action for The Elimination of the Worst Forms of 
Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan 
Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) sehingga 
perlu diadakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten 
Sragen untuk melarang dan menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk 
anak tersebut. 
Kerangka berpikir sebagaimana diuraikan di atas, apabila dilukiskan dalam 
bagan sebagai berikut  : 
 
Bagan 1  :  Kerangka Berpikir 
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Komite Aksi Daerah Kabupaten Sragen 
(Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008) 









Untuk memperoleh hasil penelitian yang memiliki bobot nilai tinggi serta 
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode 
penelitian yang dapat memberikan arah dan pedoman dalam memahami obyek 
yang diteliti sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan 
rencana yang ditetapkan.  
A. Jenis Penelitian  
Apabila dilihat dari bentuknya, penelitian ini termasuk ke dalam bentuk 
penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif dilakukan apabila seorang ingin 
menilai program yang dijalankan.48 Ditinjau dari spesifikasi penelitian, maka 
penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau non doktrinal. 
Dalam hal ini, hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil 
dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.49 Secara khusus, 
penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana hukum sebagai gejala 
sosial sebagai varibel bebas (independent variable) yang menimbulkan 
pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, sehingga 
merupakan kajian hukum yang sosiologis (socio legal-research).50 
Sedangkan dilihat dari sifatnya termasuk penelitian yang deskriptif 
kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan tentang 
kebijakan pemerintah Kabupaten Sragen dalam melaksanakan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 
mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk 
Pekerjaan Terburuk  Untuk Anak di Kabupaten Sragen.  
Dalam mempelajari hukum, ada 5 (lima) konsep hukum yang menurut 
Soetandyo Wignjosoebroto51 adalah sebagai berikut  : 
 
48Ibid, hlm. 6. 
49Amiruddin dan Zainal Asikin,Pengantar Metode Penelitian Hukum,Rajawali,Jakarta. 2004. 
hlm.133. 
50Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Juremetri,Ghalia Indonesia, 
Jakarta. 1984, hlm. 115 
51Setiono, Op Cit, hlm. 4. 
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1. Hukum adalah asas-asas moral atau kebenaran dan keadilan yang bersifat 
kodrati dan berlaku universal (yang menurut bahasa Setiono disebut 
sebagai hukum alam). 
2. Hukum merupakan norma atau kaidah yang bersifat positif di dalam sistem 
perundang-undangan. 
3. Hukum adalah keputusan-keputusan badan peradilan dalam penyelesaian 
kasus atau perkara (in concreto) atau apa yang diputuskan oleh hakim.  
4. Pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial 
yang empirik. 
5. Manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak 
dalam interaksi mereka. 
 
Pada penelitian ini, penulis mendasarkan pada konsep hukum yang ke-5, 
yang menurut Soetandyo Wignjosoebroto, hukum dalam hal ini dikonsepsikan 
sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagai tampak 
dalam interaksi mereka (hukum yang ada dalam benak mereka). 
 
B. Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian ini, lokasi penelitian atau sumber pencarian data meliputi  : 
1. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen. 
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Anggota  Komite Aksi 
Kabupaten, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Anak yang terlibat dalam 
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. 
 
C. Jenis  dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi      
2 (dua) jenis, yaitu: 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau dari 
lapangan yang dilakukan melalui wawancara mendalam. Terkait dengan 
problematika penelitian, maka data dimaksud diperoleh dari Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Sragen anggota Komite Aksi Kabupaten, 
Lembaga Swadaya Masyarakat dan Anak yang terlibat dalam bentuk-bentuk 
pekerjaan terburuk. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.52 
Bahan-bahan dokumen, laporan, hasil penelitian terdahulu, peraturan 
perundang-undangan, dan buku-buku ilmiah. 
 
52 Ronny Hanitjo Soemitro, Op Cit, hlm. 52. 
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Untuk memperoleh kedua jenis data tersebut maka sumber yang digunakan 
adalah sebagai berikut : 
1. Sumber data primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung dari 
masyarakat dan hasil perilaku masyarakat (peninggalan fisik).53 
Sumber data primer diperoleh langsung dari responden yaitu data yang 
diperoleh dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen anggota 
Komite Aksi Kabupaten, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Anak yang 
terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. 
2. Sumber data sekunder 
Menurut Bambang Sunggono54 dikatakan bahwa di dalam penelitian 
hukum digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke 
dalam, dan dibedakan dalam : 
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. 
Bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian ini adalah : 
a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO 
Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate 
Action for The Elimination of the Worst Forms of Child Labour 
(Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan 
Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk 
Anak) . 
b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
c) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  
d) Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi 
Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk 
Anak. 
e) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen. 
f) Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 tentang Komite Aksi 
Daerah Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak 
Kabupaten Sragen. 
2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan 
hukum primer, seperti hasil penelitian (hukum), hasilnya (ilmiah) dari 
kalangan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
3) Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 
misalnya : kamus. 
 
53 Setiono, Op Cit, hal. 18. 
54 Bambang Sunggono, Op Cit, hal. 13. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 
 Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam 
penulisan hukum ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data 
yang dilakukan melalui cara sebagai berikut: 
1. Wawancara 
Adalah percakapan dengan maksud tertentu.  Percakapan tersebut 
dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 
mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang 
memberikan jawaban atas pertanyaan itu55 Wawancara sangat diperlukan 
untuk memperoleh data yang sebenarnya dan yang diberi pertanyaan adalah 
orang-orang yang terkait dengan penelitian suatu bentuk komunikasi verbal 
semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.  
Wawancara dilakukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Sragen anggota Komite Aksi Kabupaten, Lembaga Swadaya Masyarakat dan 
Anak yang terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.  
2. Studi Kepustakaan (Library Research)
Studi Kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan 
mencari data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu 
undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.  
Pengumpulan data dengan studi pustaka dimaksudkan untuk mendukung 
penelitian ini.  Berupa pengumpulan peraturan perundang-undangan, 
dokumen-dokumen, buku-buku dan bahan pustaka lain yang berkaitan dengan 
pembahasan penelitian ini. 
E. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan langkah untuk mengolah hasil penelitian menjadi 
suatu laporan.  Analisis data menurut Lexy J. Moleong adalah proses 
pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, 
sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti 
yang disarankan oleh data. 
 
55 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Hukum, PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hal. 186.   
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Adapun analisis data yang digunakan penulis adalah melalui analisis 
kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis, yaitu 
apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku 
nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.56 
Menurut Miles & Huberman57 dikatakan bahwa dalam proses analisis 
terdapat tiga komponen utama yang harus benar-benar dipahami oleh setiap 
peneliti kualitatif.  Tiga Komponen utama tersebut adalah (1) reduksi data, (2) 
sajian data, dan (3) penarikan simpulan serta verifikasinya.  Tiga komponen 
tersebut terlibat dalam proses analisis dan saling berkaitan serta menentukan hasil 
akhir analisis. 
1. Reduksi Data 
Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi 
dari data fieldnote.  Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan 
penelitian.  Reduksi data adalah bagian analisa yang mempertegas, 
memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan 
mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. 
2. Sajian Data 
Adalah suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi 
yang memungkinkan kesimpulan research dapat dilakukan.  Sajian data selain 
dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matrik, 
gambar/skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel sebagai 
pendukung narasinya. 
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 
Dari awal pengumpulan data peneliti sudah harus memahami apa arti 
dari berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-
peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang 
mungkin, arahan sebab akibat dan berbagi proposisi. 
Pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan 
dilakukan hampir bersamaan dan terus menerus dengan memanfaatkan waktu 
yang masih tersisa.  Analisa data tersebut di atas dapat digambarkan sebagai 
berikut : 
 
56 Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum,Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hal. 
250. 
57 HB Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian,
Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2002, hal. 91-93. 
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Bagan 2  :  Proses Analisis Data (Interactive Model of Analysis)
Pengumpulan 
data





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. HASIL PENELITIAN 
1. Deskripsi Daerah Penelitian 
Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa 
Tengah.  Secara geografis Kabupaten Sragen berada di perbatasan antara Jawa 
Tengah dan Jawa Timur.  Batas batas wilayah Kabupaten Sragen:  
a. Sebelah Timur  : Kabupaten Ngawi (Propinsi Jawa Timur) 
b. Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali 
c. Sebelah Selatan  : Kabupaten Karanganyar 
d. Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan 
Luas wilayah Kabupaten Sragen adalah 941,55 km2 yang terbagi dalam 
20 kecamatan, 8 kalurahan, dan 200 desa.  Secara fisiologis, wilayah 
Kabupaten Sragen terbagi atas:  
 40.037,93 Ha (42,52%) : Lahan basah (sawah) 
 54.117,88 Ha (57,48%) : Lahan kering 
Kabupaten Sragen terletak pada: 
 7 º 15 LS dan 7 º 30 LS    
 110 º 45 BT dan 111 º 10 BT  
Wilayah Kabupaten Sragen berada di dataran dengan ketinggian rata rata 
109 M diatas permukaan laut.  Sragen mempunyai iklim tropis dengan suhu 
harian yang berkisar antara 19 - 31 º C.  Curah hujan rata-rata di bawah 
3000mm per tahun dengan hari hujan di bawah 150 hari per tahun. Jumlah 
penduduk Sragen berdasarkan data tahun 2005 sebanyak 865.417 jiwa, terdiri 
dari 427.253 penduduk laki laki dan 438.164 penduduk perempuan.  
Kepadatan penduduk rata rata 919 jiwa/km2.  
 Luas Wilayah  : 94.155 Ha  
 Luas Sawah  : 40.129 Ha  
 Tanah Kering  : 54.026 Ha  
Dan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu : 
a. Sebelah selatan Bengawan Solo :  
 Luas Wilayah  :  32.760 ha (34,79 %)  
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 Tanah Sawah   :  22.027 ha (54,85 %)  
(9 Kecamatan 88 Desa dan Kelurahan)   
b. Sebelah utara Bengawan Solo 
 Luas Wilayah  :  61.395 ha (65,21 %)  
 Tanah Sawah   :  18.102 ha (45,15 %) 
 (11 Kec. 120 Desa)     
Bengawan Solo adalah sungai terpanjang di pulau Jawa, Indonesia 
dengan mata air dari daerah Wonogiri dan bermuara di daerah Bojonegoro. 
Sungai ini panjangnya sekitar 548,53 km dan mengaliri dua provinsi yaitu 
Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kabupaten yang dilalui adalah Wonogiri, 
Pacitan, Sukoharjo, Klaten, Solo, Sragen, Ngawi, Blora, Bojonegoro, Tuban, 
Lamongan, dan Gresik.  
Sragen berada di lembah daerah aliran Sungai Bengawan Solo yang 
mengalir ke arah timur. Sebelah utara berupa perbukitan, bagian dari sistem 
Pegunungan Kendeng. Sedangkan di selatan berupa pegunungan, lereng dari 
Gunung Lawu. 
Sragen terletak di jalur utama Solo-Surabaya. Kabupaten ini merupakan 
gerbang utama sebelah timur Provinsi Jawa Tengah, yang berbatasan langsung 
dengan Provinsi Jawa Timur. Sragen dilintasi jalur kereta api lintas selatan 
Pulau Jawa (Surabaya-Yogyakarta-Jakarta) dengan stasiun terbesarnya 
Sragen, serta lintas Semarang-Solo dengan stasiun terbesarnya Gemolong.         
 
2. Kondisi Pekerja Anak di Kabupaten Sragen  
Sesuai dengan pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) yang 
tercantum dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, yaitu :  “Anak adalah seseorang yang belum 
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”, 
maka diperoleh data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai 
banyaknya angkatan kerja menurut kelompok umur, yaitu usia 10 – 14 tahun 
dan 15-19 tahun sebagai berikut : 
a. Data banyaknya angkatan kerja  usia 10 – 14 tahun di Kabupaten Sragen 
adalah : 
B Tahun 2004 sebanyak 61.921 orang 
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B Tahun 2005 sebanyak 65.935 orang 
B Tahun 2006 sebanyak 69.768 orang 
B Tahun 2007 sebanyak 73.722 orang 
b. Data banyaknya angkatan kerja  usia 15 – 19 tahun di Kabupaten Sragen 
adalah : 
B Tahun 2004 sebanyak 67.183 orang 
B Tahun 2005 sebanyak 70.318 orang 
B Tahun 2006 sebanyak 75.693 orang 
B Tahun 2007 sebanyak 79.575 orang 
Dari kedua data tersebut diatas, baik angkatan kerja usia 10 – 14 tahun 
maupun angkatan usia 15 – 19 tahun dari tahun ke tahun mengalami 
peningkatan.  Secara otomatis pekerja usia 10 – 14 tahun yang dikategorikan 
sebagai pekerja anak dari tahun ke tahun selalu bertambah jumlahnya. 
 Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Tenaga kerja 
pada Lokakarya Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan 
Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen di Wisma BIP Tawangmangu pada 
tanggal 5 – 6 Desember 2008 bahwa sampai dengan saat ini jumlah pekerja 
anak di Kabupaten Sragen masih belum terdata secara pasti, pekerja anak 
tersebar baik di daerah perdesaan maupun perkotaan.  Pekerja anak di daerah 
perdesaan lebih banyak melakukan pekerjaan di bidang pertanian, perkebunan, 
perikanan, pertambangan maupun kegiatan ekonomi di lingkungan keluarga.  
Pekerja anak di daerah perkotaan dapat ditemukan di perusahaan, rumah 
makan, pertokoan, rumah tangga (sebagai pembantu rumah tangga atau 
pekerja industri rumahan atau industri keluarga) maupun di jalanan seperti 
penjual koran, penyemir sepatu atau pemulung, diperoleh data mengenai mata 
pencaharian penduduk usia 10 tahun keatas sebagai berikut : 
B sektor pertanian   : 241.412 orang 
B sektor pertambangan dan galian :        558  orang 
B sektor industri  :   26.297 orang 
B sektor listrik, gas dan air :         324 orang 
B sektor konstruksi  :   22.387 orang 
B sektor perdagangan :   63.747 orang 
B sektor komunikasi  :     5.966 orang 
B sektor keuangan  :     2.198 orang 
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B sektor jasa   : 112.533 orang 
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi hanya mempunyai data mengenai pekerja mulai usia 10 tahun 
keatas.  Jadi belum dapat diperoleh data secara terperinci mengenai kelompok 
umur tertentu yang bekerja di sektor tertentu.  Data yang diperoleh bersifat 
global dari keseluruhan tenaga kerja yang berjumlah 474.206 orang, sehingga 
jumlah pekerja anak yang bekerja di sektor-sektor tersebut diatas juga belum 
dapat diketahui secara pasti. 
 
3. Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen       
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen, Pola 
Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen terdiri atas : 
a. DPRD. 
b. Pemerintah Daerah yang terdiri atas Bupati beserta Perangkat Daerah. 
Sedangkan Perangkat Daerah terdiri atas: 
a. Sekretariat Daerah termasuk didalamnya Staf Ahli Bupati; 
b. Sekretariat DPRD; 
c. Inspektorat Kabupaten; 
d. Dinas Daerah, terdiri dari : 
1) Dinas Pendidikan; 
2) Dinas Kesehatan; 
3) Dinas Pekerjaan Umum; 
4) Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah; 
5) Dinas Sosial; 
6) Dinas Pertanian; 
7) Dinas Peternakan dan Perikanan; 
8) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika; 
9) Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil; 
10) Dinas Pendapatan, Pengelola  Keuangan dan Aset Daerah; 
11) Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah; 
12) Dinas Pariwisata, Kebudayaan , Pemuda  dan  Olah Raga; 
13) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.  
14) Dinas  Kehutanan dan Perkebunan. 
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e. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit 
1) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan adalah : 
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA); 
 Badan Kepegawaian Daerah (BKD); 
 Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat 
(Badan   Kesbangpolinmas); 
 Badan  Perijinan Terpadu  ( BPT ) 
 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa 
(BKBPMD); 
 Badan Pendidikan Pelatihan, dan Penelitian Pengembangan (Badan 
Diklat Litbang); 
 Badan Lingkungan Hidup (Badan LH); 
 Badan Pelaksana Penyuluhan (Bapeluh); 
 Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah (BPUMD). 
2) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor adalah : 
 Kantor Ketahanan Pangan ; 
 Kantor Perpustakaan Daerah; 
 Kantor Pengelola Data Elektronik; 
 Kantor Arsip dan Dokumentasi. 
3) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit adalah Rumah 
Sakit Umum Daerah 
f. Kecamatan; 
g. Kelurahan; 
h. Satuan Polisi Pamong Praja. 
 
4. Implementasi Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 tentang 
Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk 
untuk Anak Kabupaten Sragen 
Bab IV Pokok-pokok Konvensi butir 1 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai 
Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan 
Terburuk untuk Anak menyebutkan bahwa “Negara Anggota ILO yang 
mengesahkan Konvensi ini mengambil tindakan segera dan efektif untuk 
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menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk 
untuk anak”. 
Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 
tersebut ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang 
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk 
untuk Anak dimana ketentuan menimbang butir d menyebutkan  “bahwa 
ketentuan Pasal 6 Konvensi ILO Nomor 182 tersebut mengamanatkan untuk 
menyusun dan melaksanakan Program Aksi Nasional untuk menghapus 
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. 
Dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 tentang Komite 
Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak 
Kabupaten Sragen Bab VI Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa “Rencana 
Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak ditetapkan 
oleh Bupati.  Sementara dalam ayat (3) menyebutkan “Rencana Aksi 
Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut 
dalam bentuk Keputusan Komite Aksi Kabupaten”.  Terjadi kontradiksi dalam 
Pasal ini.   
Pembentukan Rencana Aksi Daerah yang merupakan tindak lanjut dari 
Pembentukan Rencana Aksi Nasional di tingkat Pusat sebetulnya merupakan 
hal yang harus dijadikan prioritas utama untuk dilaksanakan.  Jadi 
pembentukan Rencana Aksi Daerah seharusnya ditetapkan dahulu sebelum 
pembentukan Tim Aksi Kabupaten.  Sementara yang terjadi di Kabupaten 
Sragen, dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 hanya diatur 
mengenai Pembentukan Tim Aksi Kabupaten saja, sementara rencana Aksi 
Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atau Keputusan 
Ketua Komite Aksi. 
Komite Aksi Daerah Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk 
untuk Anak Kabupaten Sragen berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 
30 Tahun 2008 dengan melibatkan berbagai komponen.  Komite Aksi 
Kabupaten tersebut merupakan Forum Koordinasi yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan mempunyai tugas 
mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan langkah-langkah antisipatif guna 
terlaksananya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.  
Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak 
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Kabupaten Sragen merupakan pedoman bagi pelaksanaan Program Aksi 
Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di 
Kabupaten Sragen. 
Susunan Organisasi Komite Aksi Kabupaten Sragen terdiri dari : 
a. Ketua yang mempunyai tugas mempunyai tugas memimpin, 
mengkoordinasikan dan mengendalikan Komite Aksi Kabupaten 
b. Wakil Ketua yang mempunyai tugas mewakili Ketua apabila berhalangan, 
memimpin kegiatan internal (ke dalam) Komite Aksi Kabupaten sehari-
hari dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua 
c. Sekretaris dengan tugas memberikan pelayanan teknis administratif 
kepada seluruh unsur organisasi dalam lingkungan Komite Aksi 
Kabupaten 
d. Anggota mempunyai tugas yang melekat pada institusi masing-masing 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta melaksanakan inventarisasi 
data pemantauan dan evaluasi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk 
anak serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua 
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Komite Aksi 
Kabupaten diperbantukan sebuah Sekretariat yang dibentuk Ketua Komite 
Aksi Kabupaten yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja 
lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen dan 
unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.  Disamping itu, Komite Aksi 
Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi, konsultasi 
dan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan penghapusan 
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak baik pihak pemerintah, swasta 
maupun masyarakat. 
Dalam rangka menjaga kesinambungan kebijakan dan berbagai program 
nasional, maka pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-
bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak perlu dinilai ulang secara berkala.  
Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk 
Pekerjaan Terburuk untuk Anak dilaksanakan oleh Komite Aksi Daerah 
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten 
Sragen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 
2008.  Pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.   
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Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi, Komite Aksi Daerah 
dapat mengikutsertakan segenap lapisan masyarakat maupun instansi terkait 
sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.  Pelaksanaan pemantauan dan 
evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi 
Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.  
Pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui penyusunan dan pengembangan : 
a. sistem dan mekanisme pemantauan; 
b. indikator keberhasilan program; 
c. publikasi; 
d. pelaporan secara berkala.  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan leading sector dari 
Komite Aksi Kabupaten.  Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen 
mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Pola Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen, agar 
pelaksanannya dapat berjalan baik, berhasil guna dan berdaya guna mengacu 
pada ketentuan Peraturan Bupati Sragen Nomor 34 Tahun 2009 tentang 
Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Sragen. 
Berdasarkan Ketentuan Bab IV Bagian Ketiga belas Pasal 40 dan Pasal 
41 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 bahwa Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan  pemerintah daerah 
berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan dalam  bidang Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi.  Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan  fungsi  : 
a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 
b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang tenaga 
kerja dan transmigrasi; 
c. pembinaan terhadap UPTD Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 
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Berdasarkan Ketentuan Bab III Bagian Pertama Pasal 4 Peraturan Bupati 
Sragen Nomor 34 Tahun 2009, dalam menjalankan fungsinya Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas : 
a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi; 
b. Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
c. Mengelola urusan ketatausahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
d. Membina  terhadap UPTD Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
e. Membina terhadap kelompok jabatan fungsional di bidang Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi. 
Berdasarkan wawancara dengan Bp. Nur Baharudin, SH, MH Kepala 
Seksi Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen diperoleh keterangan bahwa: 
” untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana aksi yaitu penghapusan bentuk-
bentuk pekerjaan terburuk untuk anak maka diadakan program aksi.  Untuk 
lebih menunjang pencapaian program-program aksi tersebut, rencana aksi 
daerah dibagi dalam beberapa tahapan.” 
 
Tahapan program-program dimaksud ada 2 (dua) Tahap, yaitu : 
1) Tahap pertama 
Sasaran yang ingin dicapai setelah 5 (lima) tahun adalah : 
a. tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menghapus bentuk-bentuk 
pekerjaan terburuk untuk anak; 
b. terpetakannya permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk 
untuk anak; 
c. terlaksananya program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan 
terburuk untuk anak dengan prioritas pekerja anak yang 
diperdagangkan untuk pelacuran, pekerja anak di pertambangan, 
pekerja anak di industri alas kaki, pekerja anak di industri dan 
peredaran narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif 
lainnya. 
Kegiatan Tahap Pertama 
1. Identifikasi dan Dokumentasi 
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Program pelarangan dan tindakan segera penghapusan 
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak disusun atas dasar 
besaran, kualitas dan lokasi masalah.  Untuk itu diperlukan 
penyediaan data statistik yang lengkap mengenai anak, jenis 
pekerjaan dan ancaman yang dihadapi oleh anak yang terlibat pada 
bentuk pekerjaan terburuk. 
Jangkauan identifikasi dan dokumentasi untuk pekerja anak 
dapat diperluas, yang meliputi : 
a) data statistik mengenai pekerja anak yang dimulai dari usia 10 
tahun keatas; 
b) data statistik mengenai pekerja anak usia dibawah 18 tahun 
yang terlibat dalam bentuk pekerjaan terburuk; 
c) data statistik kriminal yang dilakukan anak menyangkut jumlah 
kasus, jenis kasus, jumlah korban, pelaku, modus, lokasi dan 
waktu kejadian. 
 
2. Kampanye Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk 
Anak 
Informasi mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk 
anak sangat menunjang keberhasilan penghapusan bentuk 
pekerjaan terburuk untuk anak.  Program penyebarluasan informasi 
meliputi kegiatan : 
a) menyebarluaskan informasi tentang bentuk-bentuk pekerjaan 
terburuk untuk anak kepada masyarakat luas; 
b) memfasilitasi tumbuhnya kelompok masyarakat yang peduli 
pekerja anak; 
c) sosialisasi Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk 
Pekerjaan Terburuk untuk Anak; 
d) mendorong peranan media massa dalam penyebaran informasi. 
3. Pengkajian dan Pengembangan Model Penghapusan Bentuk-bentuk 
Pekerjaan Terburuk untuk Anak 
Guna menunjang keberhasilan program penghapusan bentuk-
bentuk pekerjaan terburuk untuk anak perlu dilakukan kajian serta 
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pengembangan model, sehingga penyelenggaraan program tidak 
didasarkan pada suatu asumsi belaka.  Kajian yang akan dilakukan 
meliputi : 
a) lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan pekerja 
anak; 
b) karakteristik bentuk pekerjaan terburuk bagi anak; 
c) model-model penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk 
untuk anak yang mencakup antara lain cara advokasi, bantuan 
langsung, pemulihan dan reintegrasi dengan basis masyarakat. 
4. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan/Produk Hukum 
Daerah 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan 
ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and 
Immediate Action for The Elimination of The Worst Form of Child 
Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan 
Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk 
untuk Anak) dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan harmonisasi 
peraturan perundang-undangan seperti merumuskan kebijakan 
(produk hukum daerah), menetapkan upaya dan tindakan dalam 
pencegahan dan penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk 
untuk anak, baik secara pre-emtif, preventif maupun represif. 
- Pre-emptif yaitu kegiatan yang ditujukan untuk menetralisasi 
dan menghilangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
timbulnya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak 
melalui kegiatan bimbingan, penyuluhan, penerangan dan tatap 
muka dengan pelaku dan korban anak yang bersangkutan, 
orang tua, tokoh agama/masyarakat dan pendidik; 
- Preventif yaitu kegiatan yang ditujukan untuk menghilangkan 
kesempatan terjadinya peristiwa/kasus bentuk-bentuk pekerjaan 
terburuk untuk anak melalui kegiatan patroli/perondaan, 
penjagaan baik secara terbuka maupun tertutup terhadap 
tempat-tempat/daerah-daerah dan saat/waktu yang dianggap 
rawan terjadinya peristiwa/kasus. 
lxvii
- Represif yaitu kegiatan yang ditujukan untuk melakukan 
penyelidikan dan penyidikan oleh aparat yang berwenang 
terhadap pelaku untuk dapat diajukan ke Penuntut Umum. 
5. Peningkatan Kesadaran dan Advokasi 
Peningkatan kesadaran dan advokasi sangat penting dalam 
mempercepat tindakan segera dan pelarangan bentuk-bentuk 
pekerjaan terburuk untuk anak.  Kegiatan peningkatan kesadaran 
meliputi : 
a) sosialisasi Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk 
Pekerjaan Terburuk untuk Anak; 
b) membangun sistem pengaduan masyarakat bagi kasus-kasus 
pelibatan anak dalam pekerjaan terburuk. 
 
6. Penguatan Kapasitas 
Kapasitas lembaga, jejaring kerja dan sumber daya manusia 
dalam mengelola program ini perlu ditingkatkan.  Pengembangan 
kapasitas dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang 
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, cara-cara pelarangan 
dan tindakan penghapusan serta pengembangan jaringan kerja.  
Upaya penguatan dilakukan melalui pelatihan, kerjasama teknis 
antar instansi pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja/buruh 
serta lambaga swadaya masyarakat. 
7. Integrasi Program Penghapusan Pekerja Anak dalam Institusi 
Terkait 
Anak-anak yang telah terbebas dari bentuk-bentuk pekerjaan 
terburuk untuk anak memerlukan bimbingan dan dukungan social, 
pelayanan kesehatan maupun keuangan agar kembali dalam 
masyarakat (keluarga dan lingkungannya). Untuk itu membebaskan 
anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak harus 
terintegrasi dengan upaya-upaya lain agar anak tidak kembali pada 
bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.  Upaya integrasi 
dilakukan melalui : 
a) penetapan kebijakan Pemerintah Kabupaten; 
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b) perencanaan terpadu; 
c) koordinasi lintas sektor maupun lintas fungsi. 
 
2) Tahap kedua 
Sasaran yang ingin dicapai setelah 10 (sepuluh) tahun 
adalah : 
a. berkembangnya program penghapusan pada bentuk-bentuk 
pekerjaan terburuk untuk anak lainnya; 
b. tersedianya kebijakan dan perangkat pelaksanaan untuk 
penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. 
Juga akan dilakukan berbagai kegiatan antara lain :  
a. pengumpulan dan penyebarluasan data serta informasi 
mengenai segala hal yang berkaitan dengan bentuk-bentuk 
pekerjaan terburuk untuk anak; 
b. pemberian pelatihan serta upaya rehabilitasi dan integrasi 
program 
c. pengkoordinasian pembebasan terhadap pekerja anak serta 
melakukan upaya agar mereka tidak kembali bekerja pada 
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; 
d. penciptaan dan pelaksanaan program-program pemindahan 
anak-anak dari tempat kerja; 
e. pelaksanaan pemeriksaan tempat-tempat kerja yang rawan akan 
praktek bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; 
f. pelaksanaan tindakan pembebasan anak dari bentuk-bentuk 
pekerjaan terburuk untuk anak. 
Disamping itu dilakukan pula upaya pembinaan dan pengawasan 
pekerja perempuan dan anak baik sektor formal maupun informal (Pasal 
176 – 181 UU Ketenagakerjaan).  Anak yang terpaksa bekerja 
diminimalisir dengan identifikasi pekerja anak sektor formal dan informal 
dan bantuan modal atau beasiswa untuk anak yang terpaksa bekerja.  
Pembinaan dan pengawasan pekerja/buruh perempuan dan anak sampai 
dengan Tahun 2007 telah dilakukan pada 235 perusahaan. 
Selain wawancara dengan pihak dari Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kabupaten Sragen, juga dilakukan wawancara dengan 
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Satuan Kerja Perangkat Daerah lain serta Lembaga Swadaya Masyarakat 
dan Anak yang terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.  Hasil 
wawancara adalah sebagai berikut : 
1) Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen 
Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen mengacu pada ketentuan 
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen, agar pelaksanaannya 
dapat berjalan baik, berhasil guna dan berdaya guna mengacu pada 
ketentuan Peraturan Bupati Sragen Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan 
Kabupaten Sragen. 
Berdasarkan Ketentuan Bab IV Bagian Kesatu Pasal 5 dan 
Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 bahwa Dinas 
Pendidikan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan 
Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan 
dalam bidang pendidikan.  Dalam melaksanakan fungsi yang 
dimaksud, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan  
tugas  : 
a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pendidikan sesuai dengan 
kebijakan yang ditetapkan Bupati; 
b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 
bidang pendidikan; 
c. Melaksanakan pembinaan bidang pendidikan. 
Dalam kaitannya dengan keanggotaan Dinas Pendidikan dalam 
Komite Aksi Kabupaten, Dr. Giyadi, MM selaku Sekretaris Dinas 
Pendidikan memberikan keterangan bahwa : 
” selaku anggota Tim Komite Aksi kami diberi tugas untuk 
mengumpulkan data tentang anak putus sekolah, memberikan 
kemudahan agar program-program wajib belajar 12 (dua belas) tahun 
dapat dijangkau bagi semua lapisan masyarakat, memberikan 
program beasiswa dapat diprioritaskan kepada anak-anak dari 
keluarga yang kurang mampu seperti keluarga dimana ibu sebagai 
kepala keluarga dan keluarga miskin yang tidak dapat membiayai 
pendidikan anak-anaknya, perbaikan metode belajar serta fasilitas 
tambahan seperti asrama dan pelayanan konsultasi psikologi bagi 
anak-anak yang melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk 
anak, pemberian kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi 
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anak-anak yang telah terbebas dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk 
untuk anak, pemberian pelatihan bagi para pendidik dan pembimbing 
dalam menghadapi pekerja anak yang bekerja pada bentuk-bentuk 
pekerjaan terburuk untuk anak.”  
 
2) Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen 
Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen 
mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Sragen, agar pelaksanaannya dapat berjalan baik, berhasil guna dan 
berdaya guna mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Sragen 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen. 
Berdasarkan Ketentuan Bab IV Bagian Kesatu Pasal 5 dan 
Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 bahwa Dinas 
Pendidikan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan 
Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan 
dalam bidang pendidikan.  Dalam melaksanakan fungsi yang 
dimaksud, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan  
tugas  : 
a. Membantu Bupati dalam perumusan, pelaksanaan dan 
penyelenggaraan kebijakan dan standarisasi teknis Pemerintah 
Daerah dibidang  Kesehatan berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku; 
b. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang kesehatan; 
c. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang administrasi 
dan ketatausahaan yang meliputi : kepegawaian, urusan rumah 
tangga, keuangan dan umum; 
d. Menginventarisasi dan mempelajari perundang-undangan, 
pedoman, petunjuk dan kebijakan teknis serta bahan-bahan lain 
yang berhubungan dengan di bidang Kesehatan; 
e. Menginventarisasi, meneliti serta mengolah data dan informasi 
yang berhubungan dengan bidang Kesehatan; 
f. Menyusun Program Kerja dan Rencana Kegiatan bidang 
Kesehatan; 
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g. Menjabarkan Program Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen 
h. Menyusun kebijakan pemeliharaan dan pengelolaan aset/sarana; 
i. Mendistribusikan  tugas pada bawahan; 
j. Menjelaskan serta memberikan arahan tentang garis kebijakan 
pelaksanaan tugas kepada bawahan dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
k. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi/Unit Kerja lain; 
l. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan kepada bawahan; 
m. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan kinerja; 
n. Membina, mengawasi dan mengevaluasi bawahan; 
o. Memberikan saran pendapat dan pertimbangan kepada atasan; 
Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Joko Irnugroho dalam 
keterangannya menyatakan bahwa : 
“ sebagai anggota Tim Aksi Kabupaten kami mempunyai tugas untuk 
pengumpulan data, penelitian dan pengkajian mengenai dampak 
buruk yang mungkin timbul dan mengganggu kesehatan anak yang 
melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, 
penyediaan pelayanan kesehatan bagi anak-anak (termasuk yang 
telah keluar dari tempat kerjanya) di sarana-sarana kesehatan, 
penyebarluasan informasi tentang resiko kesehatan bagi anak yang 
bekerja kepada pihak-pihak terkait dengan masalah pekerja anak, 
peningkatan kesadaran tentang kesehatan bagi pekerja anak dan 
orangtuanya.” 
 
3) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen 
Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen mengacu 
pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen, 
agar pelaksanaannya dapat berjalan baik, berhasil guna dan berdaya 
guna mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 
Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen. 
Berdasarkan Ketentuan Bab III Paragraf 2 Pasal 11 Peraturan 
Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2009, Bagian Hukum 
menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian fungsi pelaksanaan 
dan pengkoordinasian perumusan peraturan perundang-undangan, 
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memberikan bantuan hukum dan pengkajian produk hukum daerah, 
mendokumentasikan dan mempublikasikan produk hukum. 
Kepala Bagian Hukum, Bp. Suharto, SH selaku anggota Tim 
Aksi Kebupaten memberikan keterangan bahwa : 
”Program untuk Bagian Hukum dalam mengatasi masalah pekerja 
anak adalah : 
a. penyusunan strategi kerjasama dengan instansi lintas sektoral 
terkait maupun lembaga swadaya masyarakat untuk 
membebaskan dan menyelamatkan anak-anak dari bentuk-bentuk 
pekerjaan terburuk untuk anak; 
b. penyusunan dan penetapan kebijakan dan upaya serta tindakan 
pencegahan dan penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan 
terburuk untuk anak baik secara pre-emptif, preventif dan 
represif; 
c. pengambilan langkah-langkah dan tindakan lain yang dianggap 
perlu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku untuk menyelamatkan anak-anak dari bentuk-bentuk 
pekerjaan terburuk untuk anak; 
d. penuntutan terhadap para pelaku yang melibatkan anak dalam 
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral untuk dapat 
mewujudkan keterpaduan sikap dan tindakan dalam 
penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, 
mulai dari tahap perumusan, pengorganisasian, pelaksanaan 
sampai dengan pengendalian; 
f. pelaksanaan tindak lanjut atas segala pengaduan tentang 
eksploitasi pekerja anak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
g. pengevaluasian berbagai peraturan perundang-undangan/ 
prokumda yang berkaitan dengan pelarangan anak bekerja pada 
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; 
h. penyusunan dan penetapan berbagai peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pelarangan anak bekerja pada 
pekerjaan terburuk untuk anak, dan menyatakan bahwa tindakan 
melibatkan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk 
anak merupakan suatu tindak pidana; 
i. pelaksanaan revisi peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan/atau merancang peraturan perundang-undangan yang baru 
sesuai dengan konvensi internasional mengenai anak yang telah 
disahkan; 
j. pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang 
berlaku khususnya yang berkaitan dengan masalah anak.” 
 
4) Bagian Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Kabupaten 
Sragen 
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Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Bagian Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Sragen mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 
11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 
Kabupaten Sragen, agar pelaksanaannya dapat berjalan baik, berhasil 
guna dan berdaya guna mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati 
Sragen Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen. 
Berdasarkan Ketentuan Bab III Paragraf 3 Pasal 14 Peraturan 
Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2009, Bagian Pemberdayaan 
Perempuan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian fungsi 
dan pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis 
pembinaan pemberdayaan perempuan, organisasi perempuan serta 
pendataan dan evaluasi kualitas perempuan. 
Dari Ibu Rina Wijaya, ST, MT, Kepala Bagian Pemberdayaan 
Perempuan Sekretariat Daerah kabupaten Sragen diperoleh 
keterangan bahwa : 
“Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen 
untuk meminimalisir pekerja anak, antara lain : Pembentukan Dewan 
Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPA)” 
 
Pembentukan DPPA ditetapkan dengan Keputusan Bupati 
Sragen Nomor : 180/178/03/2004 dan diperbaharui dengan 
Keputusan Bupati Sragen Nomor : 180/1/02/2008.  Kegiatan yang 
dilakukan antara lain : 
 Sosialisasi peraturan perundang-undangan sampai ke tingkat 
kecamatan dan desa; 
 Pemberian santunan dan pelayanan kepada perempuan dan anak 
termasuk korban kekerasan; 
 Melakukan advokasi dan konseling bagi korban kekerasan. 
Sampai dengan tahun 2007 DPPA telah menangani dan 
mendampingi 31 korban kekerasan dalam rumah tangga dan 7 orang 
korban kekerasan.  Penanganan korban kekerasan terhadap 
perempuan dan anak dilakukan terpadu dengan melibatkan pihak 
kepolisian, rumah sakit dan pemerintah daerah.  Hal ini didukung 
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dengan Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Sragen, Polres 
Sragen, RSUD, RS Amal Sehat dan Rumah Sakit Ibu Anak Sarila 
Husada Nomor : 411/04/09/2006 tanggal 29 September 2006. 
Optimalisasi pemberdayaan perempuan, anak dan remaja 
dilakukan antara lain dengan Pemberdayaan Pembentukan Tim 
Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja (TKP2AR) 
yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Nomor : 411.1/164/03/1005 
tanggal 10 September 2005. 
Hak-hak anak yang lainnya ditempuh dengan mengembangkan 
model Kota Layak Anak di daerah dan mengembangkan komitmen 
para pemangku kepentingan di daerah terhadap pengembangan Kota 
Layak Anak. 
5) Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen 
Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten 
Sragen mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 
Kabupaten Sragen, agar pelaksanaannya dapat berjalan baik, berhasil 
guna dan berdaya guna mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati 
Sragen Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen. 
Berdasarkan Ketentuan Bab III Paragraf 9 Pasal 36 Peraturan 
Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2009, Bagian Humas dan Protokol 
menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian fungsi pelaksanaan 
dan pengkoordinasian pembinaan di bidang informasi dan 
kehumasan yang meliputi pengumpulan informasi dan pemberitaan, 
kegiatan protokoler, serta mengkoordinir pembinaan radio siaran. 
Kepala Bagian Humas, Bp. Drs. Hardjuno Toto, MM 
memberikan keterangan selaku anggota Tim Aksi Kabupaten bahwa:  
”Tugas kami dalam mengupayakan penghapusan bentuk-bentuk 
pekerjaan terburuk untuk anak adalah : 
a. penyebarluasan informasi tentang Rencana Aksi Daerah 
Penghapusan  Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; 
b. penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; 
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c. penyebarluasan informasi tentang berbagai kegiatan yang 
berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah 
Penghapusan  Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; 
d. pengupayaan tumbuhnya jurnalis/wartawan yang sensitive 
terhadap praktek-praktek bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk 
anak.” 
 
6) BAPPEDA Kabupaten Sragen 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 
Tahun 2008 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah Bab IV Bagian Kesatu Pasal 5 disebutkan bahwa Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi 
pelaksanaan sebagian fungsi Pemerintahan Daerah di bidang 
perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi 
atas pelaksanaannya. 
Dalam menyelenggarakan fungsi secara umum Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas: 
a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah; 
b. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan 
daerah; 
c. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang 
perencanaan pembangunan daerah. 
Hasil Wawancara dengan Bp. Hanung Priyono, SE, MM, 
Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya BAPPEDA 
Kabupaten Sragen selaku anggota Tim Aksi Kabupaten menerangkan 
bahwa : 
”Tugas kami selaku anggota Tim Aksi Kabupaten adalah melakukan: 
a. pengidentifikasian daerah-daerah yang terdapat ancaman bahaya 
fisik, mental dan perkembangan anak; 
b. penyusunan pengajaran agama dan pendidikan mental spiritual 
kepada anak-anak yang mempunyai resiko putus sekolah; 
c. pensosialisasian dan diseminasi kepada para tokoh agama dan 
lembaga agama tentang kebijakan penghapusan bentuk-bentuk 
pekerjaan terburuk untuk anak 
d. penyusunan panduan bagi mubalig mengenai pekerja anak dan 
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; 
e. pelaksanaan kerjasama dengan para pekerja sosial untuk 
menjamin anak-anak tersebut menjalankan rehabilitasi sosial 
dalam bentuk bimbingan; 
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f. penyampaian skema pemberian kredit mikro kepada keluarga 
yang mempekerjakan anaknya; 
g. pemberian bimbingan usaha skala kecil dan berupaya membuka 
akses pasar yang lebih luas; 
h. perbaikan sarana perumahan bagi keluarga miskin agar dicapai 
rumah bersih dan sehat; 
i. pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan 
penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. 
 
7) Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Peduli Perempuan Sukowati 
Sragen (APPS) 
Menurut keterangan Ibu Giyarsi selaku Ketua dari APPS 
Sragen : 
“Anak yang terlibat dalam pekerjaan terburuk belum mendapatkan 
perhatian khusus dari pemerintah.  Hal ini terlihat dengan masih 
banyaknya anak yang dipekerjakan dalam bentuk pekerjaan terburuk, 
terutama di tempat-tempat usaha seperti rumah makan dan toko.  
Belum ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan 
pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk 
untuk anak.” 
 
8) Anak yang terlibat dalam bentuk-bentuk  pekerjaan terburuk 
Selain melakukan penelitian terhadap instansi terkait, panulis 
juga melakukan wawancara terhadap anak yang terlibat dalam 
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.  Dari lima responden yang 
diambil dari anak yang bekerja di rumah makan dan toko, hampir 
semuanya memiliki latar belakang yang sama alasan mengapa 
mereka melakukan pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai 
bentuk pekerjaan terburuk. 
Alasan utama adalah karena faktor ekonomi dan tuntutan untuk 
meringankan beban orang tua.  Adanya ekonomi keluarga yang 
kurang mampu menjadi penyebab utama anak terpaksa bekerja. 
 
5. Hambatan dalam Pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati Sragen 
Nomor 30 Tahun 2008 tentang Komite Aksi Daerah Penghapusan 
Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen 
Dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 
Tahun 2008 Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan 
Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen ditemui berbagai hambatan.  Hal ini 
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seperti terungkap dalam wawancara yang dilakukan kepada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah  maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. 
Dari keseluruhan narasumber yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Sragen yang menjadi anggota Tim Aksi Kabupaten menyatakan    
bahwa belum semua program tersebut dapat dilaksanakan karena terdapat 
hambatan yaitu kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam upaya 
melarang dan mencegah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku pemrakarsa dari kegiatan 
penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak kurang dapat menjalin 
kerjasama atau koordinasi dengan anggota Tim Aksi.  Pelaporan secara 
berkala yang seharusnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali juga tidak 
pernah dilakukan karena kegiatan yang tidak dapat berjalan sepenuhnya. 
Disamping itu, tidak adanya peraturan yang lebih mengikat selain 
Peraturan Bupati menyebabkan kurang terikatnya Satuan Perangkat Kerja 
Daerah untuk melaksanakan program-program yang diagendakan untuk 
mencegah dan menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. 
Menurut keterangan dari Bapak Suharto, SH selaku Kepala Bagian 
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen, Peraturan Bupati Sragen 
Nomor 30 Tahun 2008 tentang Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-
Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen ini belum efektif.  
Hal ini dapat dilihat dari upaya tindak lanjut yang tidak segera dilaksanakan.  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen baru saja 
mengajukan konsep Surat Keputusan Bupati Sragen tentang Rencana Aksi 
Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak 
Kabupaten Sragen pada bulan Juni 2010 yang lalu.  Padahal Peraturan  Bupati 
itu sendiri ditetapkan sejak tahun 2008.  Jadi praktis selama dua tahun 
kegiatan ini tidak berjalan. 
Sumber daya manusia juga menjadi faktor penghambat kegiatan ini.  
Aparatur pemerintah belum mengetahui betul apa dan bagaimana yang 
dimaksud bentuk-bentuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk 
untuk anak.  Hal ini dapat dimaklumi karena program kegiatan ini sebelumnya 
belum pernah dilaksanakan.  Sedangkan kebiasaaan yang dilakukan oleh 
Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah melanjutkan program kerja 
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yang terlebih dahulu dilaksanakan atau program kerja yang 
berkesinambungan. 
Faktor masyarakat yang belum tahu apa yang dimaksud penghapusan 
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak juga menjadikan suatu 
hambatan.  Orang tua yang mendorong anaknya untuk bisa segera hidup 
mandiri dan tuntutan ekonomi mejadi penyebab utama anak terlibat dalam 
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.  Pengusaha yang ingin mencari untung 
yang sebanyak-banyaknya dengan mempekerjakan anak juga menjadi 
hambatan dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 
2008 ini. 
 
6. Solusi yang Dilakukan dalam Menghadapi Hambatan dalam Pelaksanaan 
Implementasi Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 tentang 
Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk 
untuk Anak Kabupaten Sragen 
Hal yang telah dilakukan berdasarkan keterangan dari para narasumber 
anggota Tim Aksi Kabupaten adalah dimulainya lagi upaya koordinasi dengan 
menyelaraskan program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk 
anak dengan program kerja yang telah dijalankan saat ini.  Perlu memasukkan 
kegiatan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak ke dalam 
skala prioritas yaitu program yang mendesak untuk dilakukan. 
Menjalin informasi dengan pemerintah pusat tentang diadakannya 
bimbingan teknis untuk penguatan kapasitas aparatur pemerintah, utamanya 
bimbingan teknis yang berkaitan dengan penghapusan bentuk-bentuk 
pekerjaan terburuk untuk anak.  Disamping itu, juga diupayakan program 
sosialisasi perlu dijadikan prioritas utama yang harus dilaksanakan mengingat 
program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaaan terburuk untuk anak adalah 
program yang baru di Kabupaten Sragen.    
Pengembangan kapasitas lembaga, jejaring kerja dan sumber daya 
manusia dalam mengelola program ini perlu ditingkatkan. Pengembangan 
kapasitas dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang bentuk-bentuk 
pekerjaan terburuk untuk anak, cara-cara pelarangan dan tindakan 
penghapusan serta pengembangan jaringan kerja.  Upaya penguatan akan 
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dilakukan melalui pelatihan, kerjasama teknis antar instansi pemerintah, 
organisasi pengusaha dan pekerja/buruh serta lembaga swadaya masyarakat. 
Data pekerja anak yang tidak pasti juga menjadi kendala sendiri bagi 
program aksi ini, sehingga perlu dilakukan program identifikasi dan 
dokumentasi untuk pekerja anak yang meliputi : 
 data statistik mengenai pekerja anak yang dimulai dari usia 10 tahun 
keatas; 
 data statistik mengenai pekerja anak usia dibawah 18 tahun yang terlibat 
dalam bentuk pekerjaan terburuk; 
 data statistik kriminal yang dilakukan anak menyangkut jumlah kasus, 
jenis kasus, jumlah korban, pelaku, modus, lokasi dan waktu kejadian. 
Merencanakan program penyebarluasan informasi tentang bentuk-bentuk 
pekerjaan terburuk untuk anak kepada masyarakat luas, memfasilitasi 
tumbuhnya kelompok masyarakat yang peduli pekerja anak, sosialisasi 
Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk 
Anak dan mendorong peranan media massa dalam penyebaran informasi.
B. PEMBAHASAN 
Pada analisis dan pembahasan ini, peneliti dalam menganalisis permasalahan 
yang sedang dikaji mendasarkan dan mengacu pada landasasan teori yang ada 
pada Bab II, antara lain teori yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman 
(struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum) dan teori kebijakan publik.  
Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan sebagai berikut :  
1. Implementasi Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 tentang Komite 
Aksi Daerah Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak 
Kabupaten Sragen belum dapat dilaksanakan dengan baik di Kabupaten 
Sragen. 
a. Dari Aspek  Struktur Hukum, kinerja dan sumber daya aparatur negara 
yang lemah disamping Kurangnya koordinasi dan lemahnya penguasaan 
aparatur pemerintah mengenai Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan 
Terburuk untuk Anak mengakibatkan pelaksanaan implementasi Peraturan 
Bupati ini menjadi penyebab utama mengapa implementasi Peraturan 
Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 tentang Komite Aksi Daerah 
lxxx
Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten 
Sragen tidak berjalan sesuai dengan apa yang dikonsepkan oleh Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 
182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-
bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. 
b. Ditinjau dari segi substansi hukum, bila Peraturan Daerah tentang 
penanggulangan atau pemberantasan pekerjaan terburuk untuk anak dapat 
dibuat, maka adanya kebijakan yang terpadu dan menyeluruh dalam 
rangka penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dapat 
diwujudkan sehingga jumlah anak yang terlibat dalam pekerjaan terburuk 
dapat ditekan seminimalisir mungkin.  Dalam kurun waktu dua tahun sejak 
Peraturan Bupati tersebut ditetapkan belum ada tindak lanjut secara 
menyeluruh yang dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya pelarangan dan 
penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.  Kegiatan-
kegiatan yang berkaitan dengan masalah penghapusan bentuk-bentuk 
pekerjaan terburuk untuk anak belum dijadikan skala prioritas oleh Satuan 
Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaannya.   
c. Dari segi kultur atau budaya dalam masyarakat yang belum mengetahui 
apa yang dimaksud penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk 
anak juga menjadikan suatu hambatan.  Orang tua yang mendorong 
anaknya untuk bisa segera hidup mandiri dan tuntutan ekonomi menjadi 
penyebab utama anak terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.  
Pengusaha yang ingin mencari untung yang sebanyak-banyaknya dengan 
mempekerjakan anak juga menjadi faktor impelementasi Peraturan Bupati 
Nomor 30 Tahun 2008 tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan secara total 
atau menyeluruh. 
d. Dari segi teori kebijakan publik 
Pada kenyataan bahwa sebuah kebijakan publik sebagai sarana 
pemenuhan kebutuhan/kepentingan masyarakat, itu berarti ukuran sukses 
tidaknya sebuah kebijakan publik tergantung masyarakat dalam 
menilainya. Apabila masyarakat merasa kebutuhan dan kepentingannya 
sudah terpenuhi oleh kebijakan publik, maka dengan sendirinya kebijakan 
publik itu akan dianggap telah menjalankan fungsinya dengan sukses. 
Namun sebaliknya, apabila oleh kebijakan publik tersebut masyarakat 
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merasa bahwa kebutuhan dan kepentingannya tidak terpenuhi, atau bahkan 
dirugikan, maka dengan sendirinya masyarakat akan menganggap bahwa 
kebijakan publik yang ada itu tidaklah sukses atau gagal.  
Hubungan hukum dengan kebijakan publik dalam penelitian ini 
adalah pemahaman bahwa pada dasarnya sebuah produk hukum adalah 
hasil dari kebijakan publik. Keduanya tidak dapat dipisahkan, keduanya 
berjalan seiring sejalan dengan prinsip saling mengisi. Secara logika 
sebuah produk hukum tanpa ada proses kebijakan publik di dalamnya, 
maka produk hukum itu kehilangan makna substansinya. Sebaliknya 
sebuah proses kebijakan publik tanpa adanya legalisasi dari hukum tentu 
akan sangat lemah dimensi operasionalisasi dari kebijakan publik tersebut.  
Berdasarkan teori kebijakan publik oleh Irfan M. Islamy yang 
menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu : 
5. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk peraturannya berupa 
penetapan tindakan-tindakan pemerintah;  
6. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi 
dilaksanakan dalam bentuk yang nyata; 
7. Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak 
melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan 
tertentu; 
8. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi 
kepentingan seluruh anggota masyarakat 
 
Sementara ini yang berjalan di Kabupaten Sragen, dalam upaya 
penanggulangan pekerjaan terburuk untuk anak masih menggunakan 
kebijakan Peraturan Bupati.  Alangkah lebih baik apabila bentuk Peraturan 
Bupati mengenai Komite Aksi Daerah Penghapusan bentuk-bentuk 
Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen tersebut ditingkatkan 
menjadi Peraturan Daerah karena Peraturan Bupati hanya mempunyai sifat 
mengatur, sedangkan Peraturan Daerah mempunyai kekuatan lebih besar 
untuk mengikat segenap elemen yang terlibat dalam pekerjaan terburuk 
untuk anak untuk lebih menaatinya karena Peraturan Daerah disamping 
mempunyai kekuatan mengatur juga dapat memberikan adanya sanksi 
hukum bila tidak dilaksanakan. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya Peraturan Bupati tersebut 
belum dapat dilaksanakan secara efektif di setiap Satuan Kerja Perangkat 
Daerah sehingga dengan sendirinya upaya pelarangan dan penghapusan 
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bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak belum dapat dilaksanakan 
secara maksimal.  Hal ini belum sesuai dengan teori kebijakan publik yang 
dikemukakan oleh Irfan M. Islamy terutama butir kedua yang menyatakan 
bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi 
dilaksanakan dalam bentuk yang nyata. Disamping juga belum sesuai 
dengan amanat Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan 
Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera 
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dalam 
Pokok-pokok Konvensi butir 1 disebutkan bahwa “Negara anggota ILO 
yang mengesahkan Konvensi ini wajib mengambil tindakan segera dan 
efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk 
pekerjaan terburuk untuk anak”. 
 
2. Hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Bupati Sragen Nomor 
30 Tahun 2008 tentang Komite Aksi Daerah Penghapusan bentuk-bentuk 
Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen. 
a. Dari Aspek Struktur Hukum (Legal Structure)
Struktur hukum (kelembagaan) selaku pelaksana kebijakan erat 
hubungannya dengan hukum, karena struktur hukum sangat diperlukan 
dalam penerapan suatu hukum.  Kelembagaan disini bisa berupa lembaga 
pemerintah maupun non pemerintah.  Maka dari itu diperlukan faktor 
komunikasi dalam melakukan implementasi suatu kebijakan.  Komunikasi 
diartikan sebagai proses penyampaian informasi oleh komunikator kepada 
komunikan.  Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi 
kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana 
kebijakan (policy implementors).  Informasi kebijakan publik perlu 
disampaikan kepada pelaku agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, 
memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target 
groups) apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan 
kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijkan dapat 
dicapai sesuai dengan yang diharapkan.  
Dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 
Tahun 2008 tentang Komite Aksi Daerah Penghapusan bentuk-bentuk 
Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen, Pemerintah Kabupaten 
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Sragen menghadapi hambatan, karena secara struktur hal tersebut 
disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut : 
1) Terbatasnya kapasitas dan pengalaman Pemerintah, lembaga swadaya 
masyarakat dan berbagai pihak lainnya dalam upaya penghapusan 
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak karena program upaya 
penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah 
program yang baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Sragen.  
2) Lemahnya koordinasi berbagai pihak yang terkait dengan penghapusan 
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak baik di tingkat Pusat 
maupun Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).  Pertemuan berkala 
yang seharusnya diadakan 6 (enam) bulan sekali belum dapat 
dilaksanakan secara rutin sehingga pelaksanaan kegiatan kurang bisa 
dimonitor dan dievaluasi. 
3) Belum memadainya perangkat hukum dan penegakannya yang 
diperlukan dalam aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk 
untuk anak.  Titik lemah dalam pengimplementasiannya adalah 
keterbatasan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan untuk 
penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. 
b. Dari Aspek Substansi Hukum (Legal Substance)
Timbulnya suatu kebijakan negara disebabkan karena adanya gejala 
yang muncul atau dirasakan dalam masyarakat.  Berkenaan dengan itu 
kebijakan negara menekankan kepada keinginan rakyat banyak yang hidup 
dalam masyarakat luas suatu negara, dan tidak hanya mendasarkan pada 
kemauan elite yang berkuasa.  Namun demikian, hak yang paling esensial 
dalam kebijakan negara adalah usaha untuk melaksanakan kebijakan itu.  
Jika kebijakan telah diformulasikan, kebijakan tersebut tidak akan berhasil 
dan terwujud, bilamana tidak diimplementasikan. 
Pekerjaan terburuk untuk anak, merupakan salah satu dari 
permasalahan sosial yang ada, yang harus segera ditangani secara serius.  
Pemerintah Indonesia telah berusaha menangani masalah pekerjaan 
terburuk untuk anak tersebut dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 
Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of 
The Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai 
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Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan 
Terburuk untuk Anak). 
Di tingkat Kabupaten ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Daerah 
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten 
Sragen yang disusun dengan melibatkan berbagai komponen yang 
tergabung dalam Komite Aksi Daerah Penghapusan bentuk-bentuk 
Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen yang dibentuk 
berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008. 
Dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 
Tahun 2008 tentang Komite Aksi Daerah Penghapusan bentuk-bentuk 
Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen, Pemerintah Kabupaten 
Sragen menghadapi hambatan, karena secara substansi hal tersebut 
disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :  
1) Belum adanya kebijakan yang terpadu dan menyeluruh dalam rangka 
penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.  Kebijakan 
yang dikeluarkan oleh Pemerintah  Kabupaten Sragen yang ada saat ini 
berupa Peraturan Bupati, hanya mengatur mengenai susunan dan tugas 
serta fungsi dari Komite Aksi Kabupaten. 
2) Belum tersedianya data serta informasi yang akurat dan terkini tentang 
pekerja anak baik tentang besaran (jumlah pekerja anak), lokasi, jenis 
pekerjaan, kondisi pekerjaan dan dampaknya bagi anak. 
3) Belum tersedianya informasi mengenai bentuk-bentuk pekerjaan 
terburuk untuk anak. 
 
c. Dari Aspek Budaya Hukum (Legal Culture)
Faktor kultur hukum memegang peranan yang sangat penting di 
dalam penegakan hukum.  Kultur hukum berfungsi untuk mejembatani 
sistem hukum dengan tingkah laku masyarakatnya. Dalam 
mengimplementasikan Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 
tentang Komite Aksi Daerah Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan 
Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen, Pemerintah Kabupaten Sragen 
menghadapi hambatan, karena secara kultur hal tersebut disebabkan oleh 
faktor-faktor sebagai berikut : 
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1) Rendahnya pengetahuan, kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam 
penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. 
2) Lingkungan atau budaya masyarakat.  Dalam lingkungan masyarakat 
khususnya budaya Jawa, seorang anak yang dapat membantu mencari 
nafkah orang tuanya dianggap sebagai anak yang berbakti kepada 
orang tua.  Hal ini mengakibatkan anak ingin segera bekerja walaupun  
usianya belum memenuhi syarat untuk bekerja dan pekerjaan itu 
apakah sesuai dengan kemampuannya.   
3) Orang tua.  Bila orang tua dalam kesulitan ekonomi kadang tidak segan 
memerintah anaknya untuk bekerja meringankan bebannya.   Perintah 
itu dilakukan kadang dengan tidak memandang jenis pekerjaan apakah 
sesuai dengan kemampuan si anak.  Anak akan tereksploitasi secara 
penuh jika kondisi ini terjadi.  Ketika ditanyakan kepada anak 
mengapa mereka bekerja, yang akan muncul jawaban secara spontan 
adalah ”untuk meringankan beban orang tua”.  Secara tidak langsung 
pada kalimat tersebut tersirat bahwa anak tersebut bekerja sebagai 
pendelegasian orang tua atas beban hidup keluarga.  Kondisi ini 
menjadi sangat riskan karena umumnya anak-anak yang seperti ini 
bekerja pada tempat-tempat yang berisiko. 
4) Pengusaha kadang tidak jujur dalam memberikan data terkait dengan 
pekerja anak yang bekerja di perusahaannya.  Pengusaha hanya 
membutuhkan tenaga dari seorang anak tanpa memperdulikan berapa 
usia anak teresebut.  Yang menjadi tujuan pengusaha adalah mencari 
keuntungan yang sebesar-besarnya.  Dengan mempekerjakan anak 
dapat ditekan pengeluaran untuk upah yang serendah-rendahnya. 
 
3. Solusi yang dilakukan dalam menghadapi hambatan dalam implementasi 
Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 tentang Komite Aksi Daerah 
Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten 
Sragen. 
a. Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dalam 
menghadapi hambatan dari faktor struktur hukum adalah program 
pengembangan kapasitas lembaga, jejaring kerja dan sumber daya manusia 
dalam mengelola program ini perlu ditingkatkan. Pengembangan kapasitas 
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dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang bentuk-bentuk 
pekerjaan terburuk untuk anak, cara-cara pelarangan dan tindakan 
penghapusan serta pengembangan jaringan kerja.  Upaya penguatan 
dilakukan melalui pelatihan, kerjasama teknis antar instansi pemerintah, 
organisasi pengusaha dan pekerja/buruh serta lembaga swadaya 
masyarakat 
b. Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dalam 
menghadapi hambatan dari faktor substansi hukum adalah program 
identifikasi dan dokumentasi untuk pekerja anak yang meliputi : 
 data statistik mengenai pekerja anak yang dimulai dari usia 10 tahun 
keatas; 
 data statistik mengenai pekerja anak usia dibawah 18 tahun yang 
terlibat dalam bentuk pekerjaan terburuk; 
 data statistik kriminal yang dilakukan anak menyangkut jumlah kasus, 
jenis kasus, jumlah korban, pelaku, modus, lokasi dan waktu kejadian. 
c. Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dalam 
menghadapi hambatan dari faktor budaya hukum adalah melakukan 
penyebarluasan informasi tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk 
anak kepada masyarakat luas, memfasilitasi tumbuhnya kelompok 
masyarakat yang peduli pekerja anak, sosialisasi Rencana Aksi Daerah 
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dan 






Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan memakai teori 
bekerjanya hukum dan teori kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa :  
1. Implementasi Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 tentang 
Komite Aksi Daerah Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk 
Anak Kabupaten Sragen belum dapat dilaksanakan di Kabupaten Sragen.  
Dalam kurun waktu dua tahun sejak Peraturan Bupati tersebut ditetapkan 
belum ada tindak lanjut secara menyeluruh yang dilakukan oleh Pemerintah 
dalam upaya pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk 
untuk anak.  Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah penghapusan 
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak belum dijadikan skala prioritas 
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terlibat dalam Komite Aksi 
Kabupaten dalam pelaksanaannya.  Keadaan tersebut tidak sesuai dengan 
amanat Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 
Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan 
Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dalam Pokok-pokok 
Konvensi butir 1 disebutkan bahwa “Negara anggota ILO yang 
mengesahkan Konvensi ini wajib mengambil tindakan segera dan efektif 
untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan 
terburuk untuk anak Disamping itu juga bertentangan dengan teori kebijakan 
publik yang dikemukakan oleh Irfan M. Islamy terutama butir kedua yang 
menyatakan bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi 
dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.  
2. Hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Bupati Sragen 
Nomor 30 Tahun 2008 tentang Komite Aksi Daerah Penghapusan bentuk-
bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Sragen tersebut adalah : 
a. Dari aspek struktur hukum (legal structure), terbatasnya kapasitas dan 
pengalaman Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan berbagai 
pihak lainnya dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan 
terburuk untuk anak, lemahnya koordinasi berbagai pihak yang terkait 
dengan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak baik 
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di tingkat Pusat maupun Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), belum 
memadainya perangkat hukum dan penegakannya yang diperlukan 
dalam aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. 
b. Dari aspek substansi hukum (legal substance), belum adanya kebijakan 
yang terpadu dan menyeluruh dalam rangka penghapusan bentuk-bentuk 
pekerjaan terburuk untuk anak, belum tersedianya data serta informasi 
yang akurat dan terkini tentang pekerja anak baik tentang besaran 
(jumlah pekerja anak), lokasi, jenis pekerjaan, kondisi pekerjaan dan 
dampaknya bagi anak, belum tersedianya informasi mengenai bentuk-
bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. 
c. Dari aspek budaya (legal culture), rendahnya pengetahuan, kesadaran 
dan kepedulian masyarakat dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan 
terburuk untuk anak; dari aspek lingkungan atau budaya masyarakat 
khususnya budaya Jawa, seorang anak yang dapat membantu mencari 
nafkah orang tuanya dianggap sebagai anak yang berbakti kepada orang 
tua.  Hal ini mengakibatkan anak ingin segera bekerja walaupun  usianya 
belum memenuhi syarat untuk bekerja dan pekerjaan itu apakah sesuai 
dengan kemampuannya; dari faktor orang tua,   bila orang tua dalam 
kesulitan ekonomi kadang tidak segan memerintah anaknya untuk 
bekerja meringankan bebannya.   Perintah itu dilakukan kadang dengan 
tidak memandang jenis pekerjaan apakah sesuai dengan kemampuan si 
anak; dari  pengusaha kadang tidak jujur dalam memberikan data terkait 
dengan pekerja anak yang bekerja di perusahaannya dan cenderung 
berorientasi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan 
memberikan upah rendah pada pekerja anak. 
3. Solusi yang dilakukan dalam menghadapi hambatan implementasi Peraturan 
Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 tentang Komite Aksi Daerah 
Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten 
Sragen tersebut adalah : 
c. Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dalam 
menghadapi hambatan dari faktor struktur hukum adalah Pengembangan 
kapasitas lembaga, jejaring kerja dan sumber daya manusia. 
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d. Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dalam 
menghadapi hambatan dari faktor substansi hukum adalah identifikasi 
dan dokumentasi untuk pekerja anak. 
d. Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dalam 
menghadapi hambatan dari faktor budaya hukum adalah melakukan 
penyebarluasan informasi tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk 
untuk anak kepada masyarakat luas, memfasilitasi tumbuhnya kelompok 
masyarakat yang peduli pekerja anak, sosialisasi Rencana Aksi Daerah 
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dan 
mendorong peranan media massa dalam penyebaran informasi.
B. Implikasi 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan implikasi sebagai 
berikut :  
1. Belum dilakukannya penyusunan dan penetapan kebijakan dan upaya serta 
tindakan pencegahan dan penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk 
untuk anak baik secara pre-emptif, preventif dan represif.  Aparatur 
pemerintah juga kurang menunjukkan sikap kepeduliannya dalam upaya 
mencegah dan menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. 
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai 
Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan 
Terburuk untuk Anak, Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang 
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk 
untuk Anak maupun Peraturan Bupati Sragen Nomor 30 Tahun 2008 tentang 
Komite Aksi Daerah Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk 
Anak Kabupaten Sragen sehingga menimbulkan sikap ketidakpedulian 
masyarakat terhadap anak yang terlibat atau dilibatkan dalam bentuk 
pekerjaan terburuk untuk anak.  Bentuk sosialisasi melalui pemerintah atau 
instansi terkait sangat penting untuk memberikan kesadaran pada masyarakat 
bahwa anak yang dipekerjakan dalam bentuk pekerjaan terburuk untuk anak 
dapat merampas hak anak tersebut untuk tumbuh dan berkembang secara 
wajar. 
3. Kegiatan Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak 
merupakan kegiatan yang memerlukan penanganan khusus karena 
permasalahan buruh atau pekerja anak merupakan salah satu dimensi 
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penelantaran hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.  
Pemerintah dan masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab melakukan 
penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. 
 
C. Saran 
Saran ini diajukan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dengan tujuan agar 
dapat ditindaklanjuti dengan aksi nyata yang sesuai dengan permasalahan yang 
ada, yaitu : 
1. Pemerintah Kabupaten Sragen bekerja sama dengan DPRD Kabupaten Sragen 
untuk segera membuat Peraturan Daerah tentang Penghapusan Bentuk-bentuk 
Pekerjaan Terburuk untuk Anak dalam upaya penanggulangan dan 
pemberantasan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.  Disamping itu 
juga perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang erat dari para pimpinan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam upaya mencegah dan menghapuskan 
bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. 
2. Melakukan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak 
kepada masyarakat dan mengadakan pelatihan bagi staf instansi terkait untuk 
meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mengenai penghapusan bentuk-
bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. 
3. Upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak bukanlah 
hal yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi 
merupakan suatu proses yang panjang dan berkelanjutan.  Oleh karena itu, 
upaya tersebut perlu dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan 
terpadu oleh semua pihak yakni pemerintah, organisasi sosial dan 
kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat serta semua kalangan dan 





Abu Huraerah, 2006, Kekerasan terhadap Anak, Nuansa, Bandung. 
A.G. Subarsono, 2005, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: 
Rajawali. 
Andrik Purwasito, 2001. Perspektif  Kebijakan Publik dalam Otonomi Daerah.
Surakarta  :  Sebelas Maret university.  
Bagir Manan, 1994, Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta: P.T. 
Sinar Harapan. 
Bambang Sunggono, 1996, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali. 
Ben White, 1994, Children, Work and Child Labour: Changing Respons to The 
Employment of Children, diterjemahkan oleh Indirasari Tjandraningsih, 
Yayasan Akatiga – Pusat Analisis Sosial Bandung. 
Budi Winarno, 2007, ”Kebijakan Publik, Teori Dan Proses, Jakarta, Media Presindo. 
Chaizi Nasucha, 2004, Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik, Jakarta: 
Grasindo. 
Edi Wibowo, dkk, 2004, Hukum dan Kebijakan Publik, Yogyakarta: Penerbit YPAPI. 
Esmi Warassih, 2005, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang, PT. 
Suryandaru Utama 
Faidillah Putra, 2002, Kebijakan Publik Suatu Pengantar, Jakarta, Yanense Mitra 
Sejati. 
Friedman, W. 1990.Teori dan Filsafat Hukum. Telaah Krisis Atas Teori-teori Hukum,
Terjemahan M. Arifin. Jakarta: Rajawali. 
H.B. Sutopo, 1990, Metode Penelitian Kualitatif Bagian II, UNS, Surakarta:  
___________, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya 
dalam Penelitian, Sebelas Maret University Press, Surakarta. 
Irfan Islamy, 2007. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi 
Aksara 
Irwanto, dkk., 1995, Pekerja Anak di Tiga Kota Besar : Jakarta, Surabaya, Medan,
Unicef dan Unika Atma Jaya, Jakarta. 
James Anderson, 1979, Public Policy Making, New York: Holt, Rinehart and 
Winston. Terjemahan Joko Purwono, Surakarta. 
Leo Agustino, 2006, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta. 
Moh. Mahfud M.D., 1998, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES. 
xcii
Muladi, 2009, Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam 
Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung. 
Rilantoro, L.I., dkk., 1984, Survei Buruh/Pekerja Anak Sektor Formal dan Informal 
1984.  Laporan II : Buruh Anak Sektor Formal, Yayasan Kesejahteraan Anak 
Indonesia dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia, Jakarta. 
Ronni Hanitjo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum Juremetri, Jakarta: 
Ghalia Indonesia. 
Samodro Wibowo, 1994. Kebijakan Publik : Suatu Analisis Komparasi. Bandung. 
Rafika Aditama 
Satjipto Rahardjo, 1991. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 
Sedarmayanti, 2003, Otonomi Daerah, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.  
Setiono, 2005, Pedoman Pembimbingan Tesis, Surakarta : Universitas Sebelas Maret . 
______, 2005, Metode Penelitian Hukum, Surakarta : Universitas Sebelas Maret . 
S.H. Sarundajang, 1999, Arus Balik Kekuasaan ke Daerah, Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan. 
Solichin Abdul Wahab, 1991, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi 
Kebijakan Negara. Jakarta  : Bumi Aksara 
Soedijar, A., 1989, Penelitian Profil Anak Jalanan di DKI Jakarta, Badan Penelitian 
dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia, Jakarta.  
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, 
Jakarta. 
Soerjono Soekanto, 1983, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka 
Pembangunan, Jakarta: UI Press. 
Tjandraningsih, I dan White, B, 1991, Anak-anak Desa dalam Kerja Upahan, Jawa    
Barat : Pengantar Studi Lapangan. Prisma No. XX 1991, “Pekerja Anak dan 
Remaja di Pedesaan Jawa Barat : Pengantar Studi Lapangan”. Makalah pada 
Loka Karya Masalah Pekerja Anak dan Remaja : Hasil Penelitian di Pedesaan 
Jawa Barat. 

















http://www.munfw.org/archive/50th/ilc2.htm, Draft Guiding Principles for Policing 
and Enforcement of Child Labor Laws 
http://www.cridoc.net/worst_forms_of_child_labour.php#top, Full Text of the C182, 
ILO Worst Forms of Child Labour Convention, 1999. 
http://www.ilo.int/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_relea
ses/langen/WCMS_007917/index.htm, ILO worst forms of child labour Convention 
comes into force. 
 
http://faizlawjournal.blogspot.com/2006/12/child-labour-in-indonesia.html,Protection 
For Child Labour in Indonesia Based on ILO Convention No. 182/1999. 
 
xciv
